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PUTUSAN
Nomor 12 PIHUMI?O?4

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil

terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Regional, pada tingkat peftama dan terakhir telah memutuskan sebagai

berikut, dalam perkara:

EKO SENTOSA, kewarganegaraan lndonesia, tempat tinggal di Jalan

lVlelati Gang Dahlia ll Nomor 424, RT. 03/01, Kelurahan Bukit lVlerapin,

Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, pekerjaan Aparatur Sipil Negara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

IDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jatan

n l/erdeka Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI

rta 101 10, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara RI atas

a Presiden Republik lndonesia berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 30 Tahun 2019, memberi kuasa dengan Hak

Substitusi kepada l/enteri Hukum dan Hak Asasi l/anusia Republik

lndonesia, [/enteri Dalam Negeri Republik lndonesia, dan Menteri

Keuangan Republik lndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 8 [/aret 2024, selanjutnya diwakili oleh Asep N. fi/ulyana,

Jabatan Direktur Jenderal Perundang-Undangan, dan kawan-kawan,

berdasarkan:

1. Surat Kuasa Substitusi dari l/enteri Hukum dan Hak Asasi

JVlanusia Republik Indonesia Nomor M.HH-PP.06.03-24, tanggal

21 [Vlaret 2024',

2. Surat Kuasa Substitusi dari Dalam Negeri Republik lndonesia

Nomor 1 00.4/1 51 O/SJ, tanggal 26 l\4aret 2024',

3 Surat Kuasa Substitusi dari [/enteri Keuangan Republik

lndonesia Nomor SKU-6/MK.0112024, tanggal 25 Maret2024:

/
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Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 15 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan [/ahkamah

Agung pada tanggal 16 Februara 2024, dan diregister dengan Nomor

12 P/HUl\A12024, telah mengajut<ai permohonan keberatan hak uji materiil

terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Regional, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Republik lndonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan

eadilan, tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan

rtib;

hwa dalam mewujudkan tata kehidupan dan menjamin persamaan

udukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya-upaya untuk

menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang

mampu memberikan pengayoman terhadap masyarakat;

3 Bahwa Negara Kesatuan Republik lndonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehid upan dalam bidang

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan

harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum

nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di

lndonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu

dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi

permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Republik lndonesia Tahun 1 945;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dalam

r

t
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ketentuan Pasa! 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik lndonesia

Tahun 1945, Negara lndonesia adalah negara hukum Hal ini berarti

bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik

lndonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip

negara hukum. Berdasarkan prrnsip-prinsip tersebut, segala bentuk

Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus

didasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi

dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian jelas bahwa

hukum tidak didasarkan pada kekuasaan yang melekat pada kedudukan

penyelenggara pemerintahan itu sendiri;

Bahwa pengg unaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat

bukanlah tanpa persyaratan, Keputusan dan/atau tindakan

penyelenggara pemerintahan terhadap Warga lVlasyarakat harus sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

emerintahan yang baik;

ahwa Hukum wajib mencerminkan untuk kepentingan keadilan bagi

seluruh Warga Negara lndonesia, karena itu hukum dibuat dengan

mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat hanya untuk

kepentingan kelompok atau golongan tertentu maupun kepentingan

penguasa yang akan yang melahirkan hukum yang totaliter;

Bahwa pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tlndakan merupakan

pengujian terhadap perlakuan kepada Warga fi/asyarakat yang terlibat

telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-

prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh

lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan

mand iri;

Bahwa tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara

dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik

lndonesia Tahun 1945. Tugas tersebut merupakan tugas yang sangat

luas sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan

penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan

dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan landasan

7
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dan pedoman bagl Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam

menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan;

g. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap

Warga Masyarakat, maka dimungkinkan bagi Warga l/lasyarakat untuk

mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Warga

Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan

dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada

Peradilan Tata Usaha Negara, karena seluruh peraturan dan perundang-

undangan di Negara Kesatuan Republik lndonesia merupakan hukum

materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa anggaran negara dan pemerintah daerah yang kemudian disebut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat akuntabilitas,

anajemen, dan kebijakan ekonomi oleh negara dan/atau daerah.

hingga sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro, APBN dan/atau

BD berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian

serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara;

11 . Bahwa dalam upaya menghilangkan penggunaan kekuasaan untuk

kepentingan yang keliru (abuse of power) di daerah oleh DPRD karena

diberikan kewenangan dan fungsi sebagaimana peraturan dan

perundang-undangan, yakni 1. anggaran (budgeting), 2. Pembentukan

Peraturan Daerah dan 3 Pengawasan (controlling), sehingga perlu

dilakukan pengaturan secara jelas dan pasti tentang penatausahaan dan

pertanggungjawaban hak-hak keuangan DPRD yang didukung peraturan

dan perundang-undangan;

12. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan

bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara, perlu dikelola dalam

suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan

negara sebagaimana drmaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik

lndonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka,

dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,
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yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

13. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah selain mendasarkan

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dalam hal pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah

juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya, seperli dtantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor l Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan

erintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

rah, mendelegasikan kepada Presiden Republik lndonesia untuk

etapkan suatu Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan

gional. Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang berbunyi:

Pasal 51

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis

standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan

regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar

harga satuan pada masing-masing Daerah;

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (a)
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Ayat (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan

Perkada;

Menindaklanjutinya, pada tanggal 20 Februari 2020 Presiden Republik

lndonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020

Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan

Lampiran ll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2020 Nomor 57);

15. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Presiden Republik lndonesia,

lah mengeluarkan suatu Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023

ng Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

ng Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan

piran ll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

raturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik

ndonesia Tahun 2023 Nomor 112). Dalam Pasal l, beberapa ketentuan

dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional, telah diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan

secara af cosf (biaya riil);

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi

pimpinan dan anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah

dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip

efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;

2. Ketentuan ayat (21 Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4
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Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan Iuar

negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri setelah berkoord inasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

negara.

Pasal ll

1 . Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam

negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

secara lumpsum digunakan paling lambat tahun anggaran 2024;

eraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

pengaturan terkait pembayaran atas pertanggungjawaban

Ianan dinas menggunakan mekanisme Lumpsum sebagaimana

ur a quo Pasal 3A ayat (2) hanya diberlakukan pada

pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota

DPRD;

Bahwa pemberlakuan pertanggungjawaban yang dibayarkan dari

keuangan negara/daerah haruslah memperhatikan asas kesetaraan dan

keadilan, serta asas-asas akuntabilitas yang dilaksanakan secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

kead ilan dan kepatutan . ;

16. Bahwa asas lex superior derogate legi inferioridapat diartikan bahwa

peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah

dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga

Satuan Regional yang hierarki dan derajatnya lebih rendah dari Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah tidaklah boleh bertentangan dengan

Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
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dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

ZO14 tentang pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

dan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

1T . Bahwa ruang lingkup yang didelegasikan kepada Presiden sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 201g tentang Pengelolaan Keuangan Negara hanya mengatur

standar Harga Satuan Regional yang menyatakan:

Pasal 51

yat (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

hwa haruslah diuji apakah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

ruang lingkup kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam

peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 Ayat (3) hanya

mengatur dan menetapkan Standar Harga Satuan Regional ataukah

telah melampaui batas kewenangan dan/atau mencampuradukkan

kewenangan lain yang seharusnya tidak diatur dalam a quo yakni

pengaturan mekanisme dan pertanggungjawaban perjalanan dinas

Pimpinan dan Anggota DPRD secara lumpsum',

1g. Bahwa pengaturan terkait hal delegasi kepada Pejabat Pemerintahan

dalam membuat peraturan-perundang-undangan, telah diatur dan wajib

mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi pemerrntahan dalam BAB lV tentang Hak Dan Kewajiban

pejabat pemerintahan khususnya Pasal 7 ayat (1)dan (2), Pasal 13 Ayat

(1) dan Ayat (2) huruf b, Pasal 15 Ayat (1) huruf c. Sedangkan Larangan

kepada dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana Pasal 17 dan Pasal

1B;
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Pasal 7

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan

Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. t\flembuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan

kewenang an nya;

b. lVlematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan

peru nda ng-u nd angan;

c. fi/ematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan

dan/atau Tindakan;

Pasal 1 3

yat (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan

peratu ran perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh

Wewenang melalui Delegasi apabila:

b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan

Pasal 1 5

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi

oleh:

c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;

Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 1 7

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang

menyalahg unakan Wewenang.

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliPuti :

a. Larangan melamPaui Wewenang;

b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau

c. Larangan bertindak sewenang-wenang'

Pasal 1 8

Ayat (1)

Ayat (1)

Ayat (2)a
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Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan

melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang

dilakukan:

a. Melampaur masa jabatan atau batas waktu berlakunya

Wewenang;

b. tr/elampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

u ndangan .

Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan

mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan

yang dilakukan:

a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang

diberikan; dan/atau

b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan'

3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak

sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang

d ilakukan:

a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap;

Bahwa mempedomani Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, perlu

diuji apakah peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 telah sesuai

dengan kewenangannya ataukah telah mengabaikan ketentuan

khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 7 ayat (1)

dan (2), Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b, Pasal 15 Ayat (1) huruf c,

Pasal 17 dan Pasal 18 dimaksud;

1g. Bahwa pada tanggal 1g Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri Republik

lndonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 900.1 .15 .2115920/Keuda
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perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan

Dinas Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Plh. Direktur

Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri;

Surat dimaksud ditujukan kepada Gubernur dan BupatiANalikota se-

lndonesia, dengan tembusan 1. ltlenteri Dalam Negeri , 2. l\4enteri

Keuangan, 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 4. Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi, 5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, 6. Sekretaris Jendera! Kementerian Dalam

Negeri,7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri,8. Ketua

DPRD Provinsi Seluruh lndonesia, g. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

seluruh lndonesia;

Hal-hal yang krusial dalam Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud

adalah:

A. Umum

Angka 4

ponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :

ang harian;

Biaya transportasi;

c. Biaya penginapan; dan

d. Uang representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya

perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

Angka 6

Perlanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada angka 4 bagi

Kepala DaerahANakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan

secara at cosf (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana

dimaksud pada angka 4 dilakukan secara lumpsum untuk seluruh

komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi

sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar

harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,

kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas;
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Angka 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan

berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

angka S. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan

sesuai dengan ketentuan:

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas

tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang

standar harga satuan;

b. Biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil

berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam

peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;

c. Biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal

biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan

dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti

pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cosf);

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan

berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga

satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya

penginapan, dibertkan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-

tinggrnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di

kota tempat tujuan;

Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah

tentang standar harga satuan; dan

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan

berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga

satuan;

Angka 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 bagi

pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya

perjalanan dtnas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan seluruh

komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan

o

f
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merupakan batas teftinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala

daerah tentang standar harga satuan;

B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya

Perjalanan Dtnas

Angka 10

Berkaitan dengan ketentuan pada huruf A angka 8' dokumen

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD seku rang-kurang nya melampirkan :

a. Surat Tugas Yang sah;

b. sPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan

dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan

d inas;

Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum'

Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan

drnas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga

satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pakta lntegritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas

sesuai Surat Tugas; dan

Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani

pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto

kegiatan;

Bahwa dalam Angka 10 Surat Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia

Nomor 900.1.1b. zt1sgzo/Keuda tanggal 1g oktober 2023 dimaksud,

disampaikan hal dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai dokumen

pendukung dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Ptmpinan

dan Anggota DPRD, untuk kemudian dapat dibayarkan kepada

pelaksana perjalanan dinas secara lumpsum',

20. Bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menandatangani

peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

C

e

a
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peraturan Gubernur lz Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas (Berita

Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 16 Seri

E). Pasal 1B Ayat (1) huruf h menyatakan:

Pasal 1 I
(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(11) dengan ketentuan sebagai berikut:

h. Biaya perjalanan Drnas Jabatan bagi pimpinan dan anggota

DpRD, terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya

penginapan dan uang representasi dilakukan secara lumpsum;

pasa! 1g dimaksud tanpa dijabarkan kembali dalam Pasal Penjelasan,

berpotensi menimbu lkan ketidakjelasan atau ke-ambig uan dalam standar

akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan

peru ndang-undangan;

21 . Bahwa pemohon telah membaca, menyimak dan menganalisa resiko

akibat diterapkannya pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi

pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan

residen Nomor 53 Tahu n 2023, Penjelasan dalam Surat Menteri Dalam

egeri Nomor 900.1.15 .21159?0/Keuda tanggal 19 Oktober 2023, dan

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2023

tentang perubahan atas Peraturan Gubernur 32 Tahun 2022 tentang

perjalanan Dinas. Dalam hal dimaksud, Pemohon adalah salah satu

pihak yang dirugikan karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada

Sekretariat DPRD serta dalam konsekuensi jabatan yang saat ini

diemban, ditetapkan juga sebagai PPTK Kegiatan Pengawasan

Pemerintahan yang didalamnya terdapat komponen belanja perjalanan

dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD. Dampaknya adalah jika

sewaktu-waktu pemohon dimintakan pertanggungjawaban akuntabilitas

dan hukum oleh para pihak yang sesuai dengan kewenangannya terkait

pelaksanaan perjalanan Dinas DPRD menggunakan lumpsum dalam

perkara a quo maka pemohon kuatir tidak dapat menjawab dengan utuh

Z

o

A

t

ts
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I
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dan jelas yang pada akhirnya akan berdampak tuntutan ganti rugi

bahkan tuntutan hukum terhadap Pemohon;

22. Bahwa memperhatikan angka 20 di atas, maka dengan kesadaran

sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, pada tanggal 30

November 2023, pemohon telah menandatangani dan mengirimkan

surat kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran pada

Sekretariat DPRD serta atasan langsung Pemohon untuk mengganti

pemohon sebagai PPTK Kegiatan. Alasan Pemohon adalah karena

pemohon memandang dirinya tidak akan mampu untuk menjawab dan

kemudian mempertanggungjawabkan pembayaran atas penagihan

perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan

mekanisme pembayaran secara Lumpsum. Apalagi dalam forum-forum

rapat internal Sekretariat DPRD yang menghadirkan lnspektorat Daerah,

Biro hukum setda provinsi serta para pihak yang berkompeten untuk

njelaskan tentang akuntabilitas pembayaran biaya perjalanan dinas

nggunakan lumpsum pada perjalanan dinas pimpinan dan Anggota

RD, penjelasan masing-masing para pihak yang diundang tidak dapat

njelaskan dengan utuh dan jelas untuk penerapan aturan dan bukti-

ukti dukung pertanggungjawa ban apa saja yang wajib untuk disertakan

dalam pertanggungjawaban pembayaran perjalanan dinas Pimpinan dan

Anggota DRPD menggunakan sysfem lumpsum;

pemohon menganggap wajar kebingungan para pihak dimaksud dalam

menjawab pembuktian akuntabilitas yang patut, wajar dan taat pada

peraturan perundang-undangan pada pertanggungjawaban perjalanan

dinas secara

sebagaimana

lumpsum, mengingat aturan terkait keuangan negara

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 201g tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 sangat

jelas Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah

dalam setiap pembayaran keuangan negara/daerah kepada penagih

(dalam hal ini juga termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD selaku

pelaksana perjalanan dinas);
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Bahwa hal-hal dimaksud membuat Pemohon berpendapat akan semakin

merugikan Pemohon jika meneruskan tugas sebagai PPTK yang di

dalam kegiatannya terdapat belanja perjalanan dinas Pimpinan dan

Anggota DPRD;

23. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Menteri Dalam Negeri Republik

lndonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 900.1.15.1118786/Keuda

perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Bina

Keuangan Daerah atas nama lt/enteri Dalam Negeri;

Surat dimaksud ditujukan kepada Gubernur dan BupatiA/t/alikota se-

lndonesia, dengan tembusan 1. tMenteri Dalam Negeri , 2. l/enteri

Keuangan,3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 4. Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi,5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam

Negeri , 7. lnspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 8. Ketua

RD Provinsi Seluruh lndonesia, g. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

ruh lndonesia;

al yang krusial dalam Surat [/enteri Dalam Negeri dimaksud

bungan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan

as Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

Angka 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas daerah bagi

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Penrvakilan Rakyat

Daerah (DPRD), ASN dan Pihak Lain didasarkan pada peraturan kepala

daerah dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1.15.2115920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dapat menambahkan pengaturan

syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara lumpsum bagi anggota

DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah

/
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(seperti boarding pass/bukti transportasi rainnya, bukti penginapan)

bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan

akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas;

Dalam hal ini pemohon dirugikan dengan inkonsistensi dan ambiguitas

Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan informasi atau

pengaturan teknis perjalanan dinas dampak diberlakukannya a quo,

mengingat Pada Surat Mendagri

900.1.15 .2115920/Keuda perihal Penjelasan

terdahulu Nomor

Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah tanggal 19

oktober 2023 terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan

pertanggunjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DRPD'

selanjutnya, sudah banyak bahkan hampir seluruh pemerintah Daerah

provinsi, Kabupaten dan Kota se-lndonesia telah membuat Peraturan

Kepala Daerah terkait perjalanan dinas mempedomani a quo sebelum 4

Desember 2023 dengan pencermatan mekanisme pertanggungjawaban

suai dengan surat pertama tVlenteri Dalam Negeri Nomor

kepada Gubernur,0.1 1 5.2115920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023

upatiAtValikota .

ahwa penambahan kalimat Kepala daerah daPat menambahkan

pengaturan syarat kelengkapan perlanggungjawaban secara lumpsum

bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil

yang sah serta kalimat bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-

mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas'"

dapat saja ditafsirkan bebas yang menimbulkan ketidakjelasan dalam

kebijakan, peraturan dan perundangan di daerah' Hal ini disebabkan

inkonsistensi Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan

pemahaman teknis kepada Pemerintah Daerah, apalagi inkonsistensi ini

telah menyebabkan kebingungan kebijakan, penatausahaan'

pengadministrasian, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas di daerah

khususnYa Sekretariat DPRD;

24. Bahwa sampai dengan pemohon mengajukan kepada Mahkamah Agung

untuk melakukan Hak uji Materiil, Peraturan Menteri Dalam Negeri
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sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

ZOZ1 pasal 4 ayat (2) belum juga diterbitkan atau diundangkan, sehingga

pemohon meyakini seluruh Peraturan Kepala Daerah tentang Perjalanan

Dinas khususnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidaklah disusun

dengan keseragaman pemahaman, khususnya teknis penatausahaan,

pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Akibatnya, seluruh pengelola

keuangan seperti PPTK, Bendahara, dan Sekretaris DPRD

provinsi/Kabupaten/Kota se-indonesia berpotensi untuk salah dalam

mengambil kebijakan sehingga berpotensi tidak memiliki argumentasi

yang jelas ketika dimintakan keterangan di hadapan pemeriksa baik

internal maupun eksternal bahkan jika dimintakan keterangganya oleh

aparat penegak hukum;

Bahwa hal dimaksud juga berpotensi mengakibatkan penatausahaan

dan perlanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota

RD Tahun Anggaran ?024 tidak diperoleh kepastian hukum karena

adanya pedoman teknis yang seharusnya diatur dalam Peraturan

ri Dalam Negeri sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor

ahun 2023 Pasal 4 aYat (2);

mpai dengan saat ini Seluruh Pemerintah Daerah hanya berpedoman

pada Surat tVlenteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2115920/Keuda

tanggal 1g Oktober 2023 perihal penjelasan Pelaksanaan dan

perlanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah dan Surat

Nomor g00. 1 . 1 S .1t187 86/Keuda tanggal 4 Desember 2023 perihal

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ?024 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta telah

menimbulkan kebingungan penatausahan dan pertanggungjawaban

perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di seluruh

Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-lndonesia;

ZS. Bahwa dampak di tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

ZOZI tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan

Lampiran ll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
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peraturan presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2023 Nomor 112) oleh rermohon sebagaimana di

uraikan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja dan atau dengan

kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, juga dalam

pandangan pemohon yaitu rekan sejawat para PPTK Pengelola Fasilitasi

perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, para

Sekretaris DpRD serta para Pengelola Keuangan di Sekretariat DPRD

dan atau masyarakat pencari keadilan yang ditimbulkan akibat

ketidakjelasan mekanisme pengaturan penatausahaan dan

pertanggungjawaban keuangan serta akibat tumpang tindih pemahaman

atas regulasi dimaksud;

Bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan yang bersrh dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

isme (KKN) Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum

lenggaraan negara meliputi . 1. Asas Kepastian Hukum; 2' Asas

Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4' Asas

rbukaan; 5. Asas proporsionalrtas; 6. Asas Profesionalitas, dan 7

as Akuntabilitas menuntut setiap pejabat atau Para Pihak Yang

diamanatkan untuk mengelola keuangan negara/daerah untuk patuh dan

taat asas dalam peraturan dan perundang-undangan;

27 . Bahwa undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara Pasal 3 ayat (1) dan (4) berbunyi :

Pasal 3

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan'

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan;

Ayat (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;

Dalam penjelasan dari Pasal dimaksud, dijelaskan hal-hal sebagai

berikut:
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Pasal 3

Ayat (1) Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan

negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan

kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,

pengawasan, dan pertangg ung-jawaban;

Ayat ( ) - Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja

Pada tahun Yang bersangkutan;

- Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran

negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam

erencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

ngsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran

ara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

nyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan

etentuan yang telah ditetapkan;

- Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara

harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas Perekonom ian ;

- Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan

anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan;

- Fungsi stabilisasi mengand ung arti bahwa anggaran

pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian;

Bahwa a quo yang mengatur pertanggungjawab lumpsum atas

perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DRPD sangat lemah dalam hal

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah jika tidak

diberikan peraturan teknis yang akan menjaga standar akuntabilitas
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pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan

perundang-undangan. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan berdampak

menjadi pemicu/penyebab terjadinya beberapa bentuk potensi

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. A quo

seharusnya dapat menjadi instrumen yang semakin menguatkan

akuntabilitas dalam upaya menghilangkan segala bentuk penyimpangan

pengelolaan keuangan negara/daerah yang pada akhirnya akan

mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan

(susfain abte) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam

U ndang-U ndang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara

universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

Selanjutnya, penerapan pertanggungjawaban lumpsum bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD dalam perkara a quo dipandang sangat

kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas yang seharusnya

dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah khususnya Pasal 66

Ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa:

Pasal 66

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk MasYarakat;

Dalam Penjelasan dari Pasal dtmaksud, dijelaskan hal-hal sebagai

berikut:

Pasal 66

Ayat (1) Penyelenggara Keuangan Daerah wajib mengelola Keuangan

Daerah dengan mengacu pada asas-asas yang tercantum

dalam ayat inr. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup
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keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan;

Hal ini semakna dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara namun lebih menekankan kepada Penyelenggara

Keuangan Daerah yang harus dapat mengelola keuangan daerah secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis'

efektif , transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat;

Zg. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara Pada Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

Pasal 1 I
Ayat (1) pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah

disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan

atas beban APBN/APBD;

t (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1),

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran benruenang'

a. I\Ienguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak

pihak penagih;

b. lMeneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-

syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/

perjanjian pengadaan barang/jasa;

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. tt/embebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran Yang bersangkutan;

e. IVlemerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi

dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD beftanggung

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari

penggunaan surat bukti dimaksud;

A
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Dalam hal ini pemohon berpendapat bahwa, para pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) adalah Pengguna Anggaran' Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)'

Bendahara serta pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat

Daerah Sekretariat DPRD;

30. Bahwa dalam rangka menjaga akuntabilitas yang bertanggungjawab

daram pengerolaan keuangan negara tt/tenteri/Pimpinan Lembaga/

Gubernur/BupatiArualikota selaku pengg una anggaran/pengguna barang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam

undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari

segi manfaat/hasil (outcome), dibutuhkan tanggungjawab dari Pimpinan

unit organisasi kementerian negara/lembaga atas pelaksanaan kegiatan

yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. Demikian pula

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang

PBD, dari segr barang dan/atau jasa yang disediakan (output)''

wa konsekuensinYa, dalam dalam peraturan dan perundang-

pengaturan sanksi yang berlaku bagingan, selalu ada

ri/pimpi nan lembaga/g ubern ur/b upati/walikota, serta Pimpinan u n it

anisasi kementerian negara/rembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah

yang terbukti melakukan penylmpangan kebijakan/kegiatan Yang telah

ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah

tentang APBD;

Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan

represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya undang-undang

tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan;

selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang

siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan

membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik

negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang

terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian

keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud
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merupakan unsur pengendalian intern yang handal agar setiap orang

yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

keuangan negara dapat diselenggarakan dengan cermat dan teliti;

sehingga dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa dampak dari

kelalaian, kekurangpahaman atau ketidaktahuan para pihak pelaksana

keuangan dalam pengelolaaan keuangan negara/daerah karena telah

ditugaskan atau diberikan tanggungjawab kepadanya dikuatirkan akan

terdampak akibat mekanisme perlanggungjawaban dan penatausahaan

dalam a quoyang tidak jelas dan multi tafsir. Para pihak dimaksud dalam

pengelolaaan keuangan negara/daerah seperti Pengguna Anggaran,

Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)'

Bendahara serta pejabat penatausahaan Keuangan pada Perangkat

Daerah Sekretariat DPRD dapat menjadi pihak yang paling

bertanggungjawab dan berpotensi dikenakan tangungjawab kerugian

egara atau daerah;.

sepe fti Pengguna

Pelaksana Teknis

dan penjabaran dalam

dinas bagi PimPinan dan

Kuasa Pengguna Anggaran,

(PPTK), Bendahara serta

akjelasan Pemahaman

rtanggungjawaban Perjalanan

RD sebagaimana diatur dalam a quo dapat saja membuat para pihak

sysfem

Anggota

Pejabat

Pejabat

Anggaran,

Kegiatan

penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

dapat menjadi pihak yang sangat dirugikan dan berpotensi dapat dituduh

atau dipidana melakukan tindak pidana korupsi;

pemohon adalah salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan

diberlakukannya a quo karena harus mengundurkan diri dari PPTK yang

harusnya diemban dalam Tanggungjawabnya Jabatannya sebagai

Kepala Bagian Fasrlitasi Penganggaran dan Pengawasan;

31. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Asas

pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagai tertuang pada:
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Pasal 5

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, Yang meliPuti :

a. Kejelasan tujuan;

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. Dapat dilaksanakan;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Kejelasan rumusan; dan

g. Keterbukaan.

Selanjutnya Pasal 7

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

a. Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

U ndang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai

dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Bahwa dalam pembentukan a quo, harus dilakukan berdasarkan pada

asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang

meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang

tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat

dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan

keterbukaan. Selain itu kekuatan hukum a guo harus sesuai dengan

hierarki peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi dari a quo;

32. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
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pembentukan peraturan Perundang-Undangan Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 angka 6, menYatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

6. peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;

Dengan demikian, dipahami bahwa Peraturan Presiden Republik

lndonesia Nomor 33 Tahun 2O2O Tentang Standar Harga Satuan

Regional, adalah perintah Peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dari

peraturan presiden yakni untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat

(3) peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Bahwa pembentukan peraturan Peraturan dan Perundang-undangan

ruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

gaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam

I 6 menyatakan:

Pasal 6

Ayat (1) t$ateri muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas,

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Penjelasan pasal:

Pasal 6

Ayat (1) Huruf g Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa

setiap Materr Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

negara;

Huruf h Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan

dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap ltilateri

[\4uatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat

/1
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hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender' atau status

socia/;

pemohon berpendapat bahwa a quo berpotensi tidak memenuhi asas

keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun

2O11 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan '

potensi adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan dalam

hukum dan Pemerintahan adalah :

1. Membedakan sysfem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kepala Daerah, karena

a quo mengamanatkan pertanggungjawaban secara Lumpsum'

sedangkan Kepala Daerah secara At cost. Hal ini tidak sesuai

engan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

emerintahan Daerah pasal 207 yang memandang kemitraan sejajar

ra DPRD dan KePala Daerah;

emohon berpendapat bahwa a quo telah mengamanatkan

mekanisme pertanggungjawaban lumpsum bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD yang berpotensi menciderai Pasal 95 Ayat (1)

Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

Ayat (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat

Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi;

Ayat(2)AnggotaDPRDprovinsradalahpejabatDaerahprovinsi;

Jadi pemohon berpendapat DPRD tidak layak dan tidak seharusnya

diberlakukan special/khusus dalam pertanggungjawaban keuangan

terhadap perjalanan dinas, sementara Pejabat Pemerintah Daerah

rainnya seperti Kepara Daerah, wakir Kepara Daerah, sekretaris Daerah

serta pejabat Daerah Lainnya juga merupakan pejabat daerah yang

diberlakukan beda dalam pertanggungjawaban keuangan perjalanan

dinasnya dibanding DPRD;
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Selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa pembentukan a quo harus

diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan landasan filosofis, landasan

sosiologis dan landasan yuridis sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ;

33. Bahwa peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

pengelolaan Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141

menyatakan:

Pasal 3

Ayat (1) pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk

masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan;

m penjelasan Pasal 3 ayat (1), pemaknaan tertib, efisien, ekonomis,

tif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

dilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan

terendah untuk mencapai Keluaran tertentu;

dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang

terendah;

dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara

membandingkan Keluaran dengan Hasil;
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yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan

akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah;

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah penruujudan

kewajibanSeseorangatausatuankerjauntuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

dalam rangka pencaparan tujuan yang telah ditetapkan;

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi

kewenangan dan PendanaannYa;

Yang dimaksud dengan kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap

yangdilakukandenganwajardanproporsional;

yang dimaksud dengan manfaat untuk masyarakat adalah Keuangan

Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat;

Yang dimaksud dengan taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesual

engan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 141

Ayat (1) setiap pengeluaran harus didukun g bukti yang tengkap dan sah

mengenaihakyangdiperoleholehpihakyangmenagih

Mempedomani peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemohon

berpendapat bahwa a quo memberikan suatu mekanisme

pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara lumpsum

kepada DPRD, tidak dilakukan dengan mempedomani Peraturan

pemerintah Nom or llTahun 2019 yang seharusnya menjadi dasar yang

harus dipatuhi mengingat Pembentukan a quo adalah amanat dari

Peraturan 1? Tahun 2019 khususnya Pasal 51 Ayat

berpotensi menciderai hirarki pembentukan peraturan

(3), hal ini

perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

6t
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Z
*

Era

A

Halaman 29 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 PlHuMl2024



^'l n
A tr

Z
*

ErA

2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13

Tah un 2022 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pemohon berpendapat sysfem pertanggungjawaban pelaksanaan

perjalanan dinasn secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan

dilakukan secara baik sebagaimana amanat

Daerah Yang tidak

Pasal 141 . Hal ini

disebab kan lumpsum tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti

yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran' Selanjutnya a quo

berpotensi menyebabkan pertanggungjawaban atas pengelolaan

keuangan daerah menjadi tidak tertib, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak

efektif,, dan tidak akuntabel/bertanggung jawab, tidak memperhatikan

rasa keadilan, tidak patut, tidak bermanfaat untuk masyarakat, serta tidak

taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kewenangan Mahkamah Agung ;

Bahwa Pemohon berharap kepada trlahkamah Agung agar sudilah

kiranya melakukan pengujian tMateriil peraturan Presiden Nomor 53

tahun 2023 tentang perubahan Atas peraturan presiden Nomor 33

Tahun 2020 Tentang standar Harga satuan Regional berikut dengan

Lampiran I dan Lamprran ll yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 112)

terhadap U ndang-U ndang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

pemerintahan, undang-Undang Nom or 12 Tahun 201 1 sebagaimana

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' Undang-

Undang Nomor 23 Tahun zAM tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara'

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan

pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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2 Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun

1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan

Mahkamah Agung benruenang mengadili pada tingkat kasasi,

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang

diberikan oleh undang-undang;

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 Tentang lt/ahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut UU

Mahkamah Agung) mengatur N/ahkamah Agung mempunyai

wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang;

Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menyatakan Mahkamah Agung benruenang menguji peraturan

perundang-undangan da bawah undang-undang terhadap undang-

u ndang;

Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal I ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-

Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya

dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam

angka 1 sampai dengan 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit

pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk

3
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ll.

memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat

pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;

1 . Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah

Agung menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap

haknya dirugikan oreh berrakunya peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang, yaitu a. Perorangan warga negara

lndonesia;

2. Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-undang

lVlahkamah Agung dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang

memPunYai kePentingan sama;

3. Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara lndonesia yang

menganggap haknya dirugikan atas dibertakukannya Peraturan

residen Nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan Atas peraturan

siden Nomor 33 Tahun 2O2O Tentang standar Harga satuan

ional berikut dengan Lampiran ldan Lampiran ll yang

erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

omor 53 Tahu n 2023 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2023 Nomor 112), adapun Hak konstitusional Pemohon yang

setidak-tidaknya secara potensial dirugikan sebagai berikut:

a. Hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) uuD 1945 setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadaPan hukum;

b. Pemohon adalah Pejabat Eselon lll (Kepala Bagian Fasilitasi

N

Penganggaran d an

Provinsi KePulauan

Pengawasan Pada Sekretariat DPRD

Bangka Belitung) yang ditunjuk oleh

sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai

PPTK Kegiatan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya

terdapat anggaran betanja untuk memfasilitasi perjalanan dinas

o
A H
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Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemohon sejak 30 November

2023 telah mengundurkan diri sebagai PPTK karena menilai

Penerapan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD dengan sysfem lumpsum sebagaimana

diatur dalam a guo adalah sysfem pertanggungjawaban dengan

pembuktian akuntabilitas dan penyajian materiil

pertanggungjawaban yang paling lemah, dan dikuatirkan akan

berpotensi menimbulkan dampak hukum bagi Pemohon sebagai

PPTK di kemudian hari;

c. Bahwa pengunduran diri Pemohon sebagai PPTK, sebagaimana

Pemohon sampaikan pada angka b, akan berpotensi

menyebabkan Pemohon mendapatkan penilaian kinerja yang

:l rang baik dari atasan karena dianggap tidak mendukung

nerja Unit Organisasi tempat Pemohon ditugaskan serta akan

tr

II,,

I
il
*-I

I

,jrt,
ampak pada karir Pemohon sebagai ASN di masa yang

kan datang;

Bahwa Pemohon sebagai warga negara berpendapat

diberlakukannya pembayaran perjalanan dinas bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD menggunakan sysfem lumpsum berpotensi

menyebabkan meningkatnya kebutuhan anggaran perjalanan

dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-

Indonesia, yang berdampak pada menjad i kurangnya

pembiayaan fiscal daerah untuk pembangunan dan

kesejahteraan rakyat. Hal lain adalah, bahwa pembebanan

keuangan negara/daerah akibat diberlakukannya pembayaran

perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan

lumpsum yang tidak disajikan secara baik dan patut,

menyebabkan seluruh pembayaran perjalanan dinas bagi

Pimpinan dan Anggota DRPD seluruh lndonesia berpotensi

menimbulkan opini kerugian negara/daerah oleh Pemeriksa

Keuangan bahkan oleh Aparat Penegak Hukum;
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Bahwa jlka di masa yang akan datang' pengganti Pemohon

sebagaiPPTKpadakegiatanyangPemohontelah
mengundurkan diri ternyata dipersalahkan karena terjadi

kebingungan atau ketidaktahuan dalam pengelolaan,

penatausahan dan pengadministrasian pertanggungjawaban

perjalanandinasbagiPimpinandanAnggotaDPRD
mengunakan sysfem lumpsum oleh para pihak yang sesuai

dengan kewenangannya, dan kemudian PPTK yang

menggantikan Pemohon dimaksud menjadi pihak yang bersalah'

maka Pemohon

bersalah secara

d imaksud ;

4. Bahwa pemohon yakin dirinya adalah sebagai warga Negara yang

aik yang taat hukum yang sedang mencari keadilan dalam dunia

egakan hukum terhadap aturan-aturan yang tidak sejalan dengan

turan yang lebih tinggi serta aturan-aturan yang berpotensi

ugikan keuangan negara karena tidak sesuai dengan asas-asas

norma-norma akuntabilitas keuangan ;

hwa pada tanggal 11 september 2023 Termohon telah

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang

perubahan Atas peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang

Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran ldan

Lampiran ll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 112) sehingga Pemohon

menilat a quo yang tidak sejalan dengan'

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah,

b. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,

c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara,

e

akan menjadi

moril kePada

pihak yang merasa Paling

pengganti PPTK Pemohon

a
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d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'

f. undang-Undang Nomor 30 Tahun zo14 Tentang Administrasi

Pemerintahan dan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah'

6. Bahwa oleh karena perkara a quo yang bertentangan dengan

peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan

pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana

disampakan dalam dalil-dalil serta poin 5 di atas, maka demi

emberikan kepastian hukum dan keadilan diaiukanlah Hak uji

ateriil ini;

ahwa berasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di

tas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyala

kedudukan hukum (tegat standing) untuk mengajukan permohonan

Hak Uji Materiil atas Perkara ini;

lll. Alasan-Alasan Hukum;

1. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah

diubah dengan undang - undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang

pembentukan peraturan Perundang-Undangan Bab lKetentuan

Umum Pasal 1 angka 6, menYatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan.

6 peraturan presiden adalah Peraturan Perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;

Dengan demikian, dipahami bahwa ruang lingkup kewenangan

pengaturan a quo seharusnya hanya peraturan perundang-undangan

n

Z.

A H
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yang hanya akan mengatur Standar Satuan Harga Regional yang

akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga

satuan pada masing-masing Daerah sebagaimana ketentuan Pasal

51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pemohon berpendapat, penambahan pengaturan

pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam a quo seharusnya hanya diperuntukkan mengatur

standar satuan harga regional, dapat dikategorikan

pencampuradukkan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan Pasal 18 Ayat (2) ltlaka dengan mempedomani

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

merintahan Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Keputusan

atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan

mpuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam

| 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan

bila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan

ukum tetap;

Pemohon sangat berharap Mahkamah Agung sebagai pihak yang

memiliki kewenangan untuk membatalkan perkara a quo karena

bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

yakni 1). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab lKetentuan

Umum Pasal 1 angka 6; dan 2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 Ayat (2);

2. Bahwa mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan Peraturan

dan Perundang-undangan di lndonesia wajib mempedomani asas-

asas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun ?011 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

q
4
tsa

A

Halaman 36 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 PIHUM/2024



Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

U ndangan;

Pasal 6

Ayat (1) t\Iateri muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas:

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Penjelasan pasal :

Pasal 6

Ayat (1) Huruf g Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah

bahwa setiap tMaterr [/luatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara

proporsronal bagi setiap warga negara;

Huruf h Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan

dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap

lVateri Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh

memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender,

atau status social;

Pemohon berpendapat bahwa a quo tidak memenuhi asas keadilan

dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 1 3 Tahu n 202? dengan argumentasi:

A. Ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan dengan membedakan sysfem

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota

DPRD terhadap Kepala Daerah, karena Peraturan Presiden

Nomor 53 Tahun 2023 ini mengamanatkan pertanggungjawaban

secara Lumpsum, sedangkan Kepala Daerah secara At Cost,

Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23

ad ilanKeg

h

ff
\j

Z
*
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Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 207 yang

memandang kemitraan sejajar antara DPRD dan Kepala Daerah.

B. Pemohon berpendapat bahwa a quo telah mengamanatkan

mekanisme pertanggungjawaban lumpsum bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD telah menciderai Pasal 95 Ayat (1) Undang-

Undang 23 Tahun 2014 Yang berbunYi :

Ayat (1) DPRD provinsi merupakan lembaga penruakilan rakyat

Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi;

Ayat (2) Anggota DPRD provinst adalah pejabat Daerah

provinsi;

Jadi Pemohon berpendapat bahwa DPRD tidaklah layak dan tidak

seharusnya diberlakukan special/khusus dalam pelaksanaan

ertanggungjawaban dan pembayaran keuangan perjalanan dinas

Lggunakan sysfem lumpsum, sementara Pejabat Pemerintah

rah lainnya seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,

retaris Daerah serta Pejabat Daerah Lainnya juga merupakan

pejabat daerah yang diberlakukan menggunakan at cosf yang

dipandang lebih akuntabel dan jelas pertanggungjawaban

kelengkapan berkas dan keuangannya;

Pemohon sangat berharap Mahkamah Agung sebagai pihak yang

memiliki kewenangan untuk membatalkan perkara a quo karena

Pemohon memandang a quo telah bertentangan dengan ketentuan

peraturan dan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan Bab I Ketentuan Umum Pasal 6;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal

141 menyatakan:
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Pasal 3

Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan

peraturan peru ndang-u ndangan ;

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1 ), pemaknaan tertib, efisien,

ekonomis, efektif , transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,

serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

ang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian Keluaran

ang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan

asukan terendah untuk mencapai Keluaran terlentu;

Yang dimaksud dengan ekonomis adalah perolehan masukan

dengan kualitas dan kuantrtas teftentu pada tingkat harga yang

terendah;

dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara

membandingkan Keluaran dengan Hasil;
'F Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan

Daerah;

kewajiban seseorang ata u satuan kerja u ntuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
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kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan;

kewenangan dan pendanaannya;

sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;

Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat;

perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Pemohon berpendapat bahwa a quo yang mengatur sysfem

ertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpsum kepada

PRD, telah dilakukan dengan tidak mempedomani Peraturan

emerintah Nomor 12 Tahun 2019. Termohon seharusnya

mempedomani tujuan Pembentukan a quo sebagai amanat

Peraturan 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 5'1 Ayat (3), sehingga

menciderai hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13

Tahun 2022 Pasal 7 ayal (1) dan ayat (2). Hal ini telah Pemohon

jelaskan pada angka 1 di alasan hukum Pemohon di atas;

Pemohon berpendapat sysfem pertanggungjawaban perjalanan

dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara lumpsum

menyebabkan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mencerminkan

unsur-unsur pembuktian yang akuntabel dalam pelaksanaan dan

penatausahaan belanja daerah yang baik sebagaimana amanat

Pasal 141 yang menyatakan:

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
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Pasal 141

Ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menag ih;

Dalam implementasi pertanggungjawaban dengan sysfem lumpsum,

terdapat banyak kelemahan pembuktian akuntabilitas karena system

lumpsum tidak menyajikan dukungan bukti yang lengkap dan sah

untuk dijadikan dasar pembayaran. Hal ini menyebabkan

Pengelolaan keuangan daerah berpotensi menjadi tidak tertib, tidak

efisien , tidak ekonom is, tidak efektif, , dan tidak

akuntabel/bertanggung jawab, tidak memperhatikan rasa keadilan,

tidak patut, tidak bermanfaat untuk masyarakat, serta tidak taat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas diterbitkannya a quo telah menimbulkan besarnya

enambahan pendanaan fiscal daerah (APBD) pada APBD

erubahan Tahun Anggaran 2023 serta APBD Tahun Anggaran

24 untuk membiayai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota

PRD yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum dibanding

tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan sysfem af-cosf. Hal

ini selain bertentangan prinsip-prinsip pembiayaan fiscal yang

diamanatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat,

sehingga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 58, Pasal 280 Ayat (2) angka a dan Pasal 283

Ayat (2);

b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara Pasal 3;

c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 66;

Bahwa Pemohon adalah pihak yang secara kongkret dirugikan,

karena sebagai salah satu PPTK yang dalam salah satu rincian
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kegiatan dan sub kegiatannya yang dikelolanya terdapat belanja

perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sangat

berpotensi dimintakan pertanggungjawabannya karena menyetujui

pembayaran perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan

argumentasi dan pembuktian yang sangat lemah dampak dari

sysfem pertanggungjawaban dan kelengkapan dokumen

menggunakan sysfem lumpsum',

Hal ini telah menyebabkan Pemohon memilih untuk mengundurkan

diri sebagai PPTK dan berdampak pada potensi penilaian kinerja

Pemohon terhadap anggaran yang menyertai jabatannya sebagai

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menjadi

berkurang. Sebagai pengganti PPTK karena Pemohon

mengundurkan diri adalah Sub Koordinator yang adalah bawahan

langsung dari Pemohon. Dikhawatirkan jika PPTK pengganti

imaksud nantinya menjadi pihak yang dipertanyakan atau

ipersalahkan karena sysfem pertanggungjawaban perjalanan dinas

kibat a quo yang tidak akuntabel ini, Pemohon akan menjadi pihak

yang paling terdampak beban moral. Hal lainnya adalah Sekretaris

DPRD, Bendahara Pengeluaran, PPTK serta pihak-pihak yang

berperan dalam pencairan dana perjalanan dinas berpotensi menjadi

para pihak yang paling dimintai pertanggungjawabannya dalam

pencairan dana perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) a qLto, h/enteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara, dapat menerbitkan suatu

Peraturan [\4enteri terkait teknis dan tata cara pelaksanaan,

penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam

negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah.

Bahwa sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan uji

materiil terhadap a quo, [/enteri yang diamanatkan dalam a quo

belum menerbitkan Peraturan lMenteri dimaksud. Sampai dengan
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saat ini, [Vlenteri Dalam Negeri melalui Plh. Dirjen Bina Keuangan

Daerah hanya telah mengirimkan 2 (dua) surat kepada Gubernur,

Bupati dan Walikota se-lndonesia yang di dalam kedua surat

d imaksud terdapat ketidak konsistenan pengaturan terkait

mekanisme dan tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban

perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan

lumpsum. Kedua surat dimaksud adalah :

l. Surat N/enteri Dalam Negeri Republik lndonesia yang

ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, Nomor

900.1.15.2115920/Keuda tanggal 19 Oktober Z0Z3 perihat

Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan

Dinas Pemerintah Daerah, yang ditujukan kepada Gubernur dan

BupatiAlValikota se-lndonesia, dengan tembusan 1 . Menteri

alam Negeri, 2. Menteri Keuangan, 3. Ketua Badan pemeriksa

uangan, 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 5. Kepala

mbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, G.

kretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,7. lnspektur

Jenderal Kementerian Dalam Negeri, B. Ketua DPRD Provinsi

Seluruh Indonesia, g. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia. Adapun Hal-hal yang krusial dalam Surat Menteri

Dalam Negeri dimaksud adalah:

A. Umum

Angka 4

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :

a. Uang harian;

b. Biaya transportasi;

c. Biaya penginapan; dan

d. Uang representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya

perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi;
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Angka 6

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada

angka 4 bagi Kepala DaerahANakil Kepala Daerah, ASN dan

Pihak Lain dilakukan secara at cosf (biaya riil). Sedangkan

peftanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan

secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas

dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam

peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan

tetap memperhatikan prinsip eflsiensi, efektivitas, kepatuhan,

kewajaran dan akuntabilitas;

Angka 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4

d iberikan be rd asa rka n ting kat biaya perjalanan d rnas

sebagaimana dimaksud pada angka 5. Selanjutnya komponen

biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:

Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala

daerah tentang standar harga satuan;

b. Biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya

riil berdasarkan fasilitas transporlasi sebagaimana diatur

dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga

satuan;

c. Biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam

hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi

perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung

dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara

af cosf);

d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan

berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar

harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak

menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya

t
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penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30%

(tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat

tujuan;

e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan

merupakan batas terlinggi sebagaimana diatur dalam

peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan; dan

f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan

biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah

tentang standar harga satuan;

Angka B

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat

biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka s

dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara

.lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur

lam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;

B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Biaya Perjalanan Dinas

Angka 10

Berkaitan dengan ketentuan pada huruf A angka 8, dokumen

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat

pelaksanaan perjalanan d inas atau pihak terkait yang

menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas

lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh

komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan

kepala daerah tentang standar harga satuan yang

dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
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Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD;

d. Pakta lnteg ritas Hal ini merupakan pernyataan tentang

komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan

e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani

pelaksana perjalanan d inas dengan melampirka n

dokumentasi/foto keg iatan ;

ll. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah

mengeluarkan Surat Nomor 900.1.15 .1118786/Keuda pada tanggal 4

Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,yang ditandatangani oleh

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama lMenteri

Dalam Negeri, ditujukan kepada Gubernur dan BupatiAlValikota se-

lndonesia, dengan tembusan 1. l\4enteri Dalam Negeri, 2. Menteri

uangan, 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 4. Ketua Komisi

mberantasan Korupsi, 5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

rang/Jasa Pemenntah, 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam

egeri , 7. lnspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, B. Ketua

DPRD Provinsi Seluruh lndonesia, L Ketua DPRD Kabupaten/Kota

seluruh lndonesia, Hal-hal yang dianggap Pemohon kruslal dalam

Surat lVlenteri Dalam Negeri dimaksud adalah :

Ang ka 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas daerah bagi

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), ASN dan Pihak Lain didasarkan pada peraturan

kepala daerah dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 53

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat

[\4enteri Dalam Negeri Nomor 900. 1 .15.2115920/Keuda tanggal 1 I
Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah. Kepala

/
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daerah dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan

pertanggungjawaban secara lumpsum bagi anggota DPRD yaitu

dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (seperti

boarding pass/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) bukan

untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan

akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas;

Pemohon menganggap 2 surat Menteri Dalam Negeri dimaksud tidak

konsisten untuk memberikan informasi atau pengaturan teknis yang

jelas kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-lndonesia terkait

mekanisme dan tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban

khususnya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

menggunakan sysfem lumpsum. Pemohon menganggap

penambahan kalimat "Kepala daerah dapat menambahkan

pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara

psum bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen

eluaran riil yang sah" serta kalimat "bukan untuk dilihat besaran

tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas

ksanaan perjalanan dinas." adalah kebijakan teknis yang

onsisten. Hal ini telah menyebabkan kebingungan administrasi

dan akuntabilitas di daerah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, tempat Pemohon bertugas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon

mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan

keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1 , Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang

Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran ! dan Lampiran

ll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2023 Nomor 112) bertentangan dengan Undang-Undang 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor
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12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Peraturan

Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan

Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran ll yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2023 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 112)

dak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

merintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita

ara Republik lndonesia sebagaimana mestinya;

enghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

[\4enimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Sentosa (Bukti P-t);

2. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 188.411/SETWAN/2023 tentang Penunjukkan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Belanja

Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023(Bukti

P-z);

3. Fotokopr Surat Permohonan Penggantian atas nama pemohon dari

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan (Bukti P-S);
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4. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 188.4/65/5ETWAN/2023 tentang Perubahan atas

Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

188.411/SETWAN/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Belanja Langsung pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 sebagai pengganti

Pemohon (Bukti P-4);

5. Fotokopi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Bukti P-S);

6 Fotokopi Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Bukti P-0);

7. Fotokopi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

ementukan Peraturan Perundang - undangan (Bukti P-7);

otokopi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

emerintahan Daerah (Bukti P-a)'

Fotokopa Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi

Pemerintahan (Bukti P-g);

10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti P-10);

11. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional (Bukti P-11);

12. Fotokopi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas (Bukti

P -12) 
,

1 3 Fotokopi Surat lMenteri Dalam Negeri Nomor 900.1 .15 .2115920/Keuda

Perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan

Dinas Pemerintahan Daerah (Bukti P-13);
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14. Fotokopt Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2118786/Keuda

Perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Bukti P-1a);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut

telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Februara 2024,

berdasarkan Surat Panitera tt/uda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung

Nomor 1 2/PER-PSG/I ll12 P lHUl\A12024, tanggal 20 Februari 2024;

[Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,

Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 Maret 2024,

yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

l. Pendahuluan;

A. Pokok Permohonan;

Bahwa alasan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh

Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa Pasal 3 A ayat (1) dan

yat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang

rubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

ndar Harga Satuan Regional (untuk selanjutnya disebut "Perpres

mor 53 Tahun 2023") dianggap bertentangan dengan:

Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk

selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun Z01il;

2. Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1)dan ayat

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 sebagaimana terakhir

telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk

selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011);

3. Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 201 I tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk

selanjutnya disebut "PP Nomor 12 Tahun 2019");

4. Pasal 58, Pasal g1 ayat (1), Pasal 207, Pasal 280 ayat (2) angka

a, dan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut

UU Nomor 23 Tahun 2014);

5. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut uu Nomor 17

Tahun 2003);

6. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 33

Tahun 2004).

Bahwa selain itu, di dalam permohonannya Pemohon juga

mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1 . Terkait Tindakan Pencampuradukkan Wewenang

a. Pemohon menyampaikan bahwa penambahan pengaturan

pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Perpres

Nomor 53 Tahun 2023 merupakan tindakan

pencampuradukkan wewenang, sebagaimana dalam

ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 yang berbunyi:

Bad an d an/ata u Peja bat Pemerintahan d ikategorikan

mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayal (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau

Tindakan yang dilakukan:

(1) Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang

diberikan; dan/atau

(2) Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;

b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan, Keputusan dan/atau

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan

mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 1B ayat (2) dapat
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dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pasa! 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 menyatakan,

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang

menyalahg unakan Wewena ng ;

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Larangan melampaui Wewenang;

b. Langan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa menurut Pemohon, atas ketentuan Pasal 1 angka 6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah

raturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam

enyelenggarakan kekuasaan pemerrntahan, memberikan

pemahaman mengenai ruang lingkup kewenangan

pengaturan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023, seharusnya hanya

mengatur Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman

dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing

daerah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan

ayat (4) Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Tah un 20 1 I
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan

Presiden;

(4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam

menyusun standar harga satuan pada masing-masing

Daerah;

d

/
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e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meminta

kepada [/ahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki

kewenangan untuk membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat

(2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang bertentangan

dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014;

2. Terkait Asas Keadilan dan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum

dan Pemerintahan;

a. Pemohon menyatakan bahwa Perpres Nomor 53 Tahun

2023 tidak memenuhi asas keadilan dan kesamaan

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana

diatur dalam:

1) Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 yang berbunyi.

"Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

. mencerminkan asas.

a

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan

pemerintahan;

dalam hukum dan

,t

2) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 201 1 yang berbunyi:

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa

setiap [Materi [\4uatan Peraturan Perundang-undangan

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi

setiap warga negara;

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan

dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap

(,
Z
o

c

A

Frt
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[Vlateri [Vluatan Peraturan Perundang-undangan tidak

boleh memuat hal yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,

ras, golongan, gender, atau status sosial;

b. Dalil Pemohon ini disebabkan atas alasan ketidakadilan dan

ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

atas pembedaan sistem pertanggungjawaban perjalanan

dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu secara lumpsum

dengan Kepala Daerah secara at cosf, dimana hal ini

bertentangan dengan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan, Hubungan kerja

antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan

yang sejajar;

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menciderai Pasal g5 ayat (1)dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014;

mohon mendalilkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang

ngamanatkan mekanisme pertanggungjawaban lumpsum

nciderai Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

mor 23 Tahun 2014 yang berbunyi

(1 ) DPRD provinsi merupakan lembaga penruakilan rakyat

Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.

(2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi

yang pada pokoknya mengenai kedudukan DPRD dan

Anggota DPRD adalah sebagai penyelenggara

Pemerintaha n Daerah Provinsi seh ingga tidak patut

d iperlakukan secara kh usus dalam pelaksanaan

peftanggungjawaban dan pembayaran perjalanan dinas

secara lumpsum',

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak memedomani Pasal 51 ayat

(3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019;

4

/
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Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan sistem

pertanggungjawaban secara lumpsump sesuai Perpres Nomor

53 Tahun 2023 adalah tindakan yang tidak memedomani Pasal

51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 sebagai

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal

3 ayat (1)yang berbunyi:

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan

peratu ran perundang-undangan ;

dan Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih;

ingga menciderai hirarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Pasal 7 ayal (1) dan (2), yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri

atas.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1 945;

b. Ketetapan [\ilajelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

U ndang-Undang;

d . Peratu ran Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai

dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menurut Pemohon sebagaimana disampaikan dalam penjelasan

angka 1 dalil Pemohon 12 P/H UIV/2024 mengenai
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pencampuradukkan wewenang, yaitu mengenai Standar Harga

Satuan Regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden dalam

Jenis, Hirarki, dan [/ateri [Vluatan Peraturan Perundang-

undangan sehingga seharusnya ruang lingkup kewenangan

pengaturan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden

Nomor 53 Tahun 2023, hanya mengatur Standar Harga Satuan

Regional sebagai pedoman dalam menyusun standar harga

satuan pada masing-masing daerah;

Selanjutnya menurut Pemohon jika memahamr prinsip pada

Pasal 141 , perlanggungjawaban perjalanan dinas secara

lumpsum menyebabkan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak

mencerminkan unsur-unsur pembuktian yang akuntabel dalam

petaksanaan dan penatausahaan belanja daerah yang baik;

Penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan

peningkatan pendanaan fiskal daerah;

Pemohon mendalilkan bahwa penerbitan Perpres Nomor 53

ahun 2023 menimbulkan besarnya penambahan Anggaran

embelanjaan Daerah (APBD) pada APBD Perubahan TA 2023

an APBD TA 2024 karena menggunakan pertanggungjawaban

srstem lumpsum dibanding tahun-tahun sebelumnya

menggunakan sistem af cosf, yang mana hal ini bertentangan

dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu pada:

Pasal 58 Undang-undang 23 Nomor Tahun 2014

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara

yang terdiri atas:

a. Kepastian hukum;

b. Tertib penyelenggara negara;

c. Kepentingan umum;

d. Keterbukaan;

e. Proporsionalitas;
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f. Profesionalitas;

g. Akuntabilitas;

h. Efisiensi;

i. Efektivitas; dan

j. Keadilan."

Pasal 280 ayat (2) angka a Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014

(2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam

pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. It/engelola dana secara efektif, efisien, transparan dan

akuntabel;

Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

al 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan;

(2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-

u ndang ;

(3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

(4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
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(5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang

menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN;

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang

menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;

(7) Surp/us penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran

berikutnya;

(8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat untuk membentuk dana

cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah

harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari

DPR/DPRD;

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

(2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, dan distribusi;

(4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun

anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam

APBD;

(5) Surp/us APBD dapat digunakan untuk membiayai

pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.

(6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan
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dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan

terlebih dahulu dari DPRD;

6. Pemohon merasa dirugikan akibat pengunduran dinnya sebagai

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pemohon mendalilkan bahwa dirinya sebagai ex PPTK yang

tugasnya meliputi tanggung jawab atas persetujuan dokumen

pembayaran pertanggungjawaban sistem lumpsum, merasa

dirugikan akibat pengunduran dirinya yang memiliki dampak

pada penilaian kerja Pemohon di kantor Sekretariat DPRD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Peraturan Nlenteri Dalam Negeri yang menindaklanjuti Perpres

Nomor 53 Tahun 2023 belum diterbitkan

a. Pemohon mendalilkan bahwa l\4enteri Dalam Negeri hingga

saat ini belum menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana

dimaksud Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun z\zT
belum diterbitkan, pasal tersebut berbunyi:

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan

luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam

Peratu ran [Vlenteri yang menyelenggarakan u rusan

pemerintaha n da lam negeri setela h berkoord inasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara;

Atas hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan 2 (dua)

surat, yaitu.

1) Surat l\4enteri Dalam Negeri yang ditandatangani PIh.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama

N4enteri Dalam Negeri Nomor 900.1 .1 5 .2115920/Keuda

tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penjelasan

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Gubernur,

Bupati, dan Walikota se-lndonesia dengan tembusan

n
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Menteri Dalam Negeri, lVlenteri Keuangan, Ketua Badan

Pemeriksa Keuangan, Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Sekretaris Jenderal

Kementerian Dalam Negeri, Inspektu r Jenderal

Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi

Seluruh lndonesia, Ketua DPRD Kabupaten/Kota

Seluruh lndonesia; dan

2) Surat l/enteri Dalam Negeri yang d itandatangani Plh.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama

lVenteri Dalam Negeri Nomor 900.1 .1 5 .1118786/Keuda

tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota

se-lndonesia dengan tembusan h/enteri Dalam Negeri,

Menteri Keuangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua

DPRD Provinsi Seluruh lndonesia, Ketua DP RD

Kabupaten/Kota Seluruh I ndonesia;

b. Terhadap ked ua su rat fi/enteri Da lam Negeri d imaksud ,

menurut Pemohon terdapat ketidakkonsistenan mengenai

mekanisme dan tata cara penatausahaan dan

pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD menggunakan lumpsum;

c. Pemohon menganggap penambahan kalimat pada surat

tanggal 4 Desember 2023 yang menyatakan, Kepala daerah

dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan

peftanggungjawaban secara lumpsum bagi anggota DPRD

yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang
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sah sefta kalimat bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi

semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan

perjalanan dinas adalah kebijakan teknis yang inkonsisten.

Hal ini telah menyebabkan kebingungan administrasi dan

akuntabilitas di daerah khususnya pada Sekretariat DPRD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat Pemohon

bertugas;

Objek Permohonan;

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional;

PETITUI\4 PERMOHONAN

Bahwa petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

seluruhnya;

2. lVlenyatakan bahwa Perpres 5312023 berikut dengan Lampiran I

dan Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Perpres 5312023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Perpres

5312023 berikut dengan Lampiran I dan Lampiran ll yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 53/2023 tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat;
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4. IVemerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam

Berita Negara Republik lndonesia sebagaimana mestinya;

5. fi/enghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini;

ll. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;

A. Tidak Ada Kerugian Hak Yang Rinci/Spesifik Dari Pemohon Sebagai

Akibat Berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023',

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa kerugian yang

dialaminya sebagai akibat dari berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun

2023 adalah pengunduran dlri Pemohon sebagai PPTK Kegiatan

Pengawasan Pemerintahan. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh

Pemohon tersebut jelas-jelas tidak termasuk sebagai kerugian hak

yang rinci/spesifik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat

(2) UU Nomor 3 Tahun 2009 serta putusan-putusan Mahkamah

Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember

2013 dan Putusan Nomor 62PlHUtU/201 3 tanggal 18 November

13. Hal ini menunjukan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat

I standing dalam mengajukan permohonan uji materiil a quo

aimana disyaratkan di dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-

dang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

ndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(untuk selanjutnya disebut "UU Nomor 3 Tahun 2009"). Mengenai hal

ini, Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan:

Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang

menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara lndonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik lndonesra yang diatur dalam

u nda ng-u nda ng;

/
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c. Badan hukum publik atau privat."

2. Berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009,

Pemohon uji materiil a quo selain harus memenuhi kualifikasi

sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat ataupun

badan hukum publik/privat, maka untuk dapat diterima sebagai

pemohon yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing),

terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan:

a Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah

dirugikan oleh adanya Perpres Nomor 53 Tahun 2023;

b Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat

berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023.

3. Bahwa lVahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013

tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62PIHUM/2013

tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya

berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam

asal 31A ayat (2) UU IVA harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan

peru ndang-u nda nga n;

Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh

berlakunya peraturan perundang-undangan yang

dimohonkan pengujian;

c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual

atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d, Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara

kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-

undangan yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya

permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa dalam permohonannya, tidak ada satu pun dalil Pemohon

yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan,
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apalagi membahas hingga rinci dan spesifik mengenai kerugian-

kerugian tersebut. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan

hubungan sebab akibat (causa/ verband) antara kerugian yang

dialaminya dengan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023,

dan tidak pula menjelaskan kemungkinan bahwa dengan

dikabulkannya permohonan uji materil ini kerugian Pemohon

tidak akan terjadi;

5. Bahwa pengunduran diri Pemohon sebagai PPTK tidak dapat

dianggap sebagai kerugian hak yang rinci/spesifik sebagai akibat

dari berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023;

6. Bahwa mencermati permohonan Pemohon, pengunduran diri

Pemohon sebagai PPTK dikarenakan prasangka tidak baik

Pemohon sendiri dan kekhawatiran Pemohon yang tidak mampu

untuk melaksanakan tugas sebagai PPTK, bukan karena

erlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023;

hwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon

endapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan

ra rinci/spesifik kerugian hak sebagai akibat berlakunya

rpres Nomor 53 Tahun 2023, sehingga Pemohon tidak

memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji

materiil a quo;

L Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk

mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan dalam

Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu,

Termohon memohon kepada Yang l\4ulia Majelis Hakim Agung

yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk

menyatakan permohonan uji materiil Pemohon tidak dapat

diterima (Nief Ontvankelijk Verklaard);

lll. Latar Belakang Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Presiden Nomor

53 Tahu n 2023',
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Sebelum menanggapi dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon

terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai

penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan

dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan

pemerintah;

2. Bahwa selanjutnya atas amanat dari ketentuan Pasal 330 Undang-

U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tersebut, telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 201 I tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur

ahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,

ien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

an memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk

yarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-

angan;

ahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur

bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan

regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

tersebut kemudian mengamanatkan pembentukan peraturan

presiden untuk mengatur standar harga satuan regional. Pengaturan

tersebut merupakan pedoman belanja daerah sesuai Pasal 51 ayat

(1) diatas;

6. Bahwa agar dapat dipedomani dalam perencanaan dan pelaksanaan

belanja daerah, peraturan presiden tentang standar harga satuan
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regional yang ditetapkan tidak hanya menetapkan standar harga

satuan melainkan dilengkapi dengan pengaturan penerapan standar

harga satuan dalam pengelolaan belanja daerah sebagai suatu

sistem, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja

daerah. Pengaturan tersebut sangat penting agar pengelolaan

keuangan daerah dilakukan secara sesuai norma tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) sesuai Pasal 3 Ayat (1);

7. Bahwa sebagai pedoman dalam perencanaan belanja daerah,

standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

daerah;

. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan

elanja daerah;

stimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang

apat dilampaui karena kondisi teilentu, termasuk karena adanya

kenaikan harga pasar;

8. Bahwa sistem satuan harga (unit cosf) merupakan salah satu unsur

penting acuan penyusunan rencana anggaran yang akuntabel.

Satuan harga (unit cosf) sebagai instrumen kebijakan tidak terbatas

pada penetapan komponen dan rupiah atas setiap komponen biaya

dalam pengelolaan belanja, tetapi juga termasuk pengaturan

mengenai tata kelola penggunaan satuan harga (unit cosf) pada

setiap tahapan pengelolaan keuangan termasuk aspek

pertanggungjawaban. Hal ini merupakan 'hesf practice" pengelolaan

keuangan di sektor publik, dimana penganggaran berbasis kinerja

dilaksanakan berdasarkan tiga instrumen utama, yaitu indikator

kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja;

Hal ini juga telah diterapkan dalam pengatuan standar biaya pada

APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang
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kemudian pengaturan standar biayanya ditetapkan tahunan misalnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dimana dapat dilihat dengan

jelas bahwa pengaturan standar biaya tidak hanya mencakup

penetapan besaran rupiah atas setiap komponen biaya, melainkan

juga d ileng kapi pengatu ran penjelasan mengena i baga ima na

penerapan standar biaya pada masing-masing komponen biaya;

I Bahwa sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 51 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud, telah dibentuk Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Reg iona l;

10. Bahwa prinsip pembentukan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2023 didasarkan kepada Asas Kebijakan Hukum Terbuka (open tegal

olicy), d imana pembentuk u ndang-undang benruenang dalam

gaturan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas baik

ra at cosf maupun lumpsum;

untuk mendukung dan terus meningkatkan kelancaran

yelenggaraan pemerrntahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian

ngaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan

beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 ini sebagai perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;

12. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksanaan

atas standar harga satuan regional yang diamanatkan Pasal 51 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjadi pedoman belanja

daerah bagi Pemerintah Daerah sehingga dengan demikian jelas

terdapat keselarasan dari kedua ketentuan di atas;

Halaman 67 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 PlHUMl2024



lV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Uji Materiil Pemohon;

Sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, dapat

disampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tidak Bertentangan

Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Pasal 3,A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan (UU 3012014)

a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi

pimpinan dan anggota DPRD yang dilakukan secara

lumpsum dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor

53 Tahun 2023 dikategorikan sebagai pencampuradukan

nang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal

8 ayat (2) UU 3012014, merupakan dalil yang keliru dan

dak beralasan hukum sama sekali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 B ayat (2) U U

3012014, yang dapat dikategorikan sebagai

pencampuradukan wewenang, yaitu apabila Keputusan

dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a) Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang

diberikan; dan/atau

b) Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

c, Bahwa pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas

bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam ketentuan Pasal 3A

ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 berada dalam

cakupan bidang dan materi wewenang yang diberikan dan

sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut,

seh ingga sama seka li tidak ada pencampu rad ukan

wewenang didalamnya;
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d Bahwa berdasarkan Pasal 330 Undang-Undang Nomor ZJ

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan

mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan

daerah diatur dengan peraturan pemerintah;

Bahwa atas amanat dari ketentuan Pasal 330 Undang-

U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah tersebut, telah dibentuk Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

mengamanatkan pengaturan standar harga satuan regional

sebagai pedoman belanja daerah dengan Peraturan

P residen;

Bahwa agar dapat dipedomani dalam perencanaan dan

pelaksanaan belanja daerah, peraturan presiden tentang

standar harga satuan regional yang ditetapkan tidak hanya

menetapkan standar harga satuan melainkan dilengkapi

dengan pengaturan penerapan standar harga satuan dalam

pengelolaan belanja daerah, khususnya dalam perencanaan

dan pelaksanaan belanja daerah. Pengaturan tersebut

sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

d iamanatkan pada Pasal 3 Ayat (1 ) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dapat dilaksanakan;

Bahwa pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas

pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam

e
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Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 merupakan

bagian tidak terpisahkan dari lingkup pengelolaan belanja

daerah dan bagian dari pengaturan teknis standar harga

satuan regional yang bertujuan agar dapat mendukung

kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan

pemerintahan daerah, sehingga pengaturan

pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota

DPRD dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah tepat dan

telah sesuai dengan wewenang yang diberikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum

tersebut di atas, telah jelas bahwa pengaturan

pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan

anggota DPRD dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres

Nomor 53 Tahun 2023 berada dalam cakupan bidang dan

materi wewenang yang diberikan dan sesuai dengan tujuan

diberikannya wewenang tersebut. Oleh karena itu, sama

sekali tidak terdapat unsur pencampuradukan wewenang

alam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun

2023 dan tidak pula bertentangan dengan Pasal 1B ayat (2)

uu 30/2014;

Pasal 34 Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 1212011)

a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3A Perpres

Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan Pasal

1 angka 6 UU 1212011 karena mengatur

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam peraturan

presiden tentang standar harga satuan regional, merupakan

dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali;

b. Bahwa sebagaimana telah Termohon kemukakan di atas,

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditetapkan untuk

menjalankan perintah Pasal 51 ayat (3) Peraturan
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Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan

Pasal l angka 6 UU 1212011 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan

pemerintahan;

c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian lll latar

belakang dan urgensi dari pembentukan Perpres 53 Tahun

2023 di atas, pada intinya menjelaskan:

1) Sesuai dengan Pasal 51 PP 12 Tahun 2019 bahwa

pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan

berpedoman salah satunya pada standar harga satuan

reg iona l;

Untuk dapat dipedomani dalam pengelolaan belanja

daerah, standar harga satuan regional tidak hanya

menetapkan jenis komponen dan rupiah dari setiap jenis

komponen biaya, melainkan juga dengan tata kelola

penggunaan standar harga satuan regional, termasuk

pada aspek pertanggungjawaban; dan

3) Pengaturan pertanggungjawaban perjalanan drnas yang

diatur dalam Pasal 3A Perpres 53 Tahun 2023

merupakan salah satu upaya untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah

khususnya DPRD;

d. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban perjalanan

dinas pemerintahan daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun

2023 ini telah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 1

angka 6 UU 1212011.

B. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 6

ayat (1) huruf g dan h UU 121201 1, Pasal 95 dan Pasal 207 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (UU 2312014)',

1. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal

6 ayat (1) huruf g dan h UU 1212011

a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam Perpres Nomor

53 Tahun 2023 tidak memenuhi asas keadilan dan

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

adalah dalil yang tidak benar;

b. Bahwa perbedaan sistem pertanggungjawaban perjalanan

dinas antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala

Daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 didasarkan

pada pertimbangan bahwa DPRD dan Kepala Daerah

mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi

pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan

pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan

fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan kebijakan

aerah;

hwa selain itu, Hak Keuangan Kepala Daerah diatur dalam

eraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah, sedangkan Hak Keuangan DPRD diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 201T Tentang Hak

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan

Penruakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun z0z3 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah;

d Bahwa Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah, kepala daerah diberikan hak keuangan berupa biaya
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penunjang opersional yang diberikan secara lumpsum untuk

koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,

pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung

pelaksanaan tugas. sehingga dalam hal kepala daerah

melaksanakan perjalanan d inas dan terdapat komponen

biaya yang belum diatur dalam komponen perjalanan dinas

sesuai Perpres 53 Tahun 2023, satuan harga standar

regional masih dapat dibiayai dari alokasi biaya penunjang

operasional tersebut Sedangkan bagi DPRD, kebutuhan

biaya penunjang operasional belum dialokasikan secara

khusus dalam peraturan yang mengatur tentang hak-hak

keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

e. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila yang menjadi dasar

adalah kesetaraan antara kepala daerah dengan DPRD,

maka dalam pelaksanaannya anggota DPRD masih memiliki

keterbatasan atas komponen biaya yang mungkin muncul

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama perjalanan

dinas. oleh karena itu untuk saat ini pemberian kekhususan

mekanisme pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas

secara lumpsum menjadi pilihan yang paling relevan;

rpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal

95 dan Pasal 207 ayat (1) UU 2312014;

a. Bahwa ketentuan Pasal 95 dan Pasa! 207 ayat (1) UU

2312014 pada pokoknya mengatur mengenai hubungan kerja

antara DPRD dan kepala daerah yang didasarkan atas

kemitraan yang sejajar dan DPRD merupakan lembaga

penruakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

b Bahwa pengaturan pertanggungjawaban peryalanan dinas

bagi Pemerintahan Daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun

2023 sama sekali tidak mengurangi atau pun menghilangkan

kemitraan yang sejajar antara kepala daerah dengan DPRD;
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c. Bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme dalam

pertanggungjawaban perjalanan dinasnya, kepala daerah

bersama-sama dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah tetap dapat melaksanakan fungsinya

dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Pemohon yang

menyatakan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan

dengan Pasal 95 dan Pasal ?07 ayat (1) UU 2312014 tidak

beralasan hukum;

C. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 3

ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 1212019)

1. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal

3 ayat (1) PP 1212019;

a. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi

pimpinan dan anggota DPRD secara lumpsum dalam

tentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023

ertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP 1212019,

merupakan dalil yang tidak beralasan hukum;

b. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 1212019 mengatur

bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara

tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan

peratu ran peru ndang-undangan ;

c. Bahwa adapun dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Perpres

Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur mengenai

pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan

anggota DPRD secara lumpsum tersebut, telah diatur pula

bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas secara
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lumpsum dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip

efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;

d. Bahwa selain itu, penerapan mekanisme

pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpsum

sebagai salah satu alternatif mekanisme

pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat dilihat dari

sisi efisien atau ekonomisnya saja. Akan tetapi dari sisi

efektifitasnya, yaitu pencapaian Hasil Program dengan

Sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara

membandingkan Keluaran dengan Hasil. Mekanisme

pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpsum bagi

anggota DPRD jauh lebih efektif untuk mendukung

pencapaian hasil program karena mendukung fleksibilitas

yang dibutuhkan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan

tugasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa tidak

ada pertentangan antara pengaturan pertanggungjawaban

perjalanan djnas bagi pimpinal dan anggota DPRD secara

lumpsum dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor

53 Tahun 2023 dengan Pasal 3 ayat (1) PP 1212019. Oleh

karena itu, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan

Pasal 3 ayat (1) PP 1212019, sudah sepatutnya ditolak dan

dikesampingkan;

2. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal

141 ayat (1) PP 1 212019',

a. Bahwa Pemohon keliru dalam memahami

pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpsum

sehingga menganggap bahwa Perpres Nomor 53 Tahun

2023 bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) PP 1212019,
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b. Bahwa Pasal 141 ayat (1) PP 1212019 memang menyatakan,

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

c. Bahwa namun demikian, pertanggungjawaban perjalanan

dinas secara lumpsum tidak berarti bahwa pengeluaran

keuangan daerah yang diakibatkan dari perjalanan dinas

tersebut tidak didukung dengan dengan bukti yang lengkap

dan sah;

d. Bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas secara

lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tetap harus

didukung bukti yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur

dalam huruf B angka 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1 .1 5 .2115920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023

yang menyatakan Dokumen pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

ku rang-ku rang nya melampi rkan :

Surat Tugas yang sah;

SP D yang telah d itandatangan i oleh Pengg u na

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di

tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait

yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

3) Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan

dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh

komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan

kepala daerah tentang standar harga satuan yang

dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD;

4) Pakta lntegritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang

komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan

f
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5) laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang

ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan

melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;

6) Bahwa selanjutnya masing-masing pemerintahan daerah

juga dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian

pengaturan pelaksanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam peraturan

kepala daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya

di daerah, termasuk dokumen bukti pertanggungjawaban

perjalanan dinas secara lumpum bagi Ptmpinan dan

Anggota DPRD;

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pengaturan

pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpsum bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Perpres Nomor 53

Tahun 2023 tidak beftentangan dengan Pasal 141 ayat (1)

PP 1212019, karena pertanggungjawaban perjalanan dinas

secara lumpsum tersebut tetap harus didukung bukti yang

lengkap dan sah;

rbitan Surat [\4enteri Dalam Negeri Dalam Menindaklanjuti

erpres Nomor 53 Tahun 2023;

1. Terhadap dalil Pemohon bahwa terbitnya Surat Menteri Dalam

Negeri yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina

Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor

900 1 151/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 perihal

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024'.

a) Terdapat ketidakkonsistenan mengenai mekanisme dan tata

cara penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan

dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan

lumpsum;

b) Penambahan kalimat pada surat tanggal 4 Desember 2023

yang menyatakan, Kepala daerah dapat menambahkan
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pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara

lumpsum bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan

dokumen pengeluaran riil yang sah serta kalimat bukan untuk

dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan

akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas adalah kebijakan

teknis yang inkonsisten. Hal ini telah menyebabkan

kebingungan adminrstrasi dan akuntabilitas di daerah

khususnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, tempat Pemohon bertugas;

2. Termohon berpendapat bahwa Surat Menteri Dalam Negeri yang

ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

atas nama Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.1118786/Keuda

tanggal 4 Desember 2023 justru konsisten dan memperkuat

penjelasan surat sebelumnya, untuk lebih menegaskan frasa

sekurang-kurangnya yang terdapat pada Surat Edaran Menteri

alam Negeri Nomor 900. 1 .15.2115920/Keuda tanggal 1g

tober 2023. Dengan penjelasan tersebut maka Kepala Daerah

at menambahkan pengaturan syarat kelengkapan

nggungjawaban secara lumpsum bagi anggota DPRD yaitu

engan menye rtakan dokumen pengeluaran riil yang sah

Sedangkan kalimat bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi

semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan

perjalanan dinas merupakan penegasan bahwa pembuktian

tersebut lebih ditujukan untuk mendukung pembuktian

keterjadian dari perjalanan dinas yang dilakukan. Dengan

demikian termohon berpendapat bahwa kebingungan

administrasi dan akuntabilitas sebagaimana disampaikan

Pemohon lebih d isebabkan karena ketidakmampuan pemohon

memahami aturan dan ketidakmampuan pemohon dalam

menjalankan tugasnya sebagai PPTK;

E. Pemohon Selaku PPTK Dalam Kedudukannya Pada Kelembagaan

DPRD;
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1 Sesuai ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2014, disebutkan bahwa.

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209

ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris

DPRD;

(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

a. l/enyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;

c. l\Iendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

d . [Vlenyed iakan dan mengoord inasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya

sesuai dengan kebutuhan;

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara

teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada

kepala daerah melalui sekretaris Daerah;

Dalam menjalankan tugas menyelenggarakan administrasi

euan gan sebagaimana pada huruf b ayat (2) di atas, sekretaris

RD harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam

raturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

engelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal

4 disebutkan bahwa.

Ayat (1 ) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan

Pengelolaan Keuang an Daerah dan mewakili

Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan;

Ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
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serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat

Perangkat Daerah;

Ayat (a) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c Kepala SKPD selaku PA;

Ayat (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada

prinsip pemisahan kewenangan antara yang

memerintahkan, menguji, dan menerima atau

mengeluarkan uang;

Ayat (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

Dalam konteks ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor

ahun 2019 di atas, maka Sekretaris Daerah sebagai Kepala

menerima pelrmpahan sebagian atau seluruh kekuasaan

pala daerah untuk bertindak selaku Pengguna Anggaran.

taris DPRD dalam Kapasitas sebagai Pengguna Anggaran,

asarkan ketentuan Pasal 10, disebutkan bahwa

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. lvlenyusun RKA SKPD;

b. [Vlenyusun DPA SKPD;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas Beban anggaran belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

f. [\Ielaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g [\4engadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
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h. N/enandatangani SPIM;

i. IMengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j Menyusun dan menyampaikan Iaporan keuangan SKPD

yang d ipimpinnya;

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang

d ipimp in nya;

l, t\4enetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang

dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan

Daerah; dan

n. Melaksanakan tugas Iainnya sesuai dengan ketentuan

peratu ran peru ndang-undangan ;

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Kepala Daerah melalui sekretaris daerah;

lanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna

aran, Sekretaris Daerah dibantu oleh Pejabat Pelaksana

is Kegiatan (PPTK) Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No.

ahun 2019 Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis

iatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 12, yaitu bahwa:

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat

pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK;

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

membantu tugas dan wewenang PfuKPA;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada

PA/KPA;

Berdasarkan ketentuan di atas maka ketika seorang PPTK pada

Sekretariat Dewan harus mend ukung dan membantu

pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan sebagai Pengguna

Anggaran. Apabila dalam pelaksanaan tugas PPTK pada
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Sekretariat DPRD menemui masalah atau menghadapi kendala

maka sudah sepatutnya seorang PPTK tersebut melaporkan

permasalahan tersebut untuk mendapatkan arahan dari

Sekretaris DPRD dan dikumpulkan informasi yang memadat

untuk mengatasi permasalahan dimaksud. Apabila permasalah

tersebut tidak dapat diatasi dalam lingkup SKPD yang

bersangkutan maka dapat dieskalasi kepada Kepala Daerah

untuk medapatkan arahan atau d ikonsu ltasikan kepada

pemerintah pusat untuk mendapatkan penjelasan, bukan melalui

pengajuan Judicial Review di Mahkamah Agung sebagaimana

permohonan Pemohon;

6. Dengan demikian Tindakan pemohon yang mengundurkan diri

sebagai PPTK merupakan Tindakan ketidakpatuhan

menjalankan penugasan dari pimpinan;

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 58,

Pasal 280 ayat (2) angka a, Pasal 283 ayat (2) UU 2312014, Pasal 3

ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1712003), dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

ng Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

enntahan Daerah

Perpres Nomor 53 Tahu n 2023 tidak beftentangan dengan Pasal

58, Pasal 280 ayat (2) angka a, dan Pasal 283 ayat (2) UU

23t2014',

a. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal

58, Pasal 280 ayat (2) angka a, dan Pasal 283 ayat (2) UU

2312014 dikarenakan menimbulkan besarnya penambahan

belanja daerah dalam APBD, merupakan dalil yang tidak

benar;

b. Bahwa dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah diatur

mengenai standar harga satuan regional dan mekanisme
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peftanggungjawaban keuangan daerah sebagai pedoman

dalam penyusunan dan pelaksanaan ApBD;

c. Bahwa Perpres Nomor 53 Tahun z0Z3 justru memberikan

batasan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD dapat

disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kemampuan

keuangan daerah masing-masing;

d. Bahwa Perpres Nomor 53 Tahun z0z3 ditujukan untuk

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan mengamanatkan agar pengelolaan keuangan

daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi,

efektivitas, dan akuntabilitas;

e. oleh karena itu, Perpres Nomor 53 Tahun zoz} jelas-jelas

tidak bertentangan dengan Pasal sB, pasal 280 ayat (z)

angka a, dan Pasal 283 ayat (2) UU Z3lZ014;

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal

3 UU 17t2003,

Bahwa Pasal 3 u u 17 12003 selengkapnya berbunyi,

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan;

b. Bahwa adapun dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah

diatur pula bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai

bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan,

kewajaran, dan akuntabel;

c. oleh karena itu, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 nyata-nyata

telah selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal

3 u u 17 12023. Dengan demikian, dalil permohonan

Pemohon yang menyatakan Perpres Nomor 53 Tahu n zoz3

bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU 171202} terbukti

tidak benar;

A

Ea
z
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(uu 33/200a);

a. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan UU

33/2004, merupakan dalil yang sudah tidak relevan dan

sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan;

b. Bahwa UU 33/2004 tersebut telah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1)huruf

a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;

c. Oleh karena itu, UU 3312004 tidak dapat dijadikan sebagai

batu uji dalam pengujian Perpres Nomor 53 Tahun 2023.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang

menyatakan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan

dengan UU 33/2004, sudah sepatutnya tidak diterima;

si Pencabutan Perpres Nomor 53 Tahu n 2023

petitum Pemohon yang meminta agar Perpres Nomor 53 Tahun

inyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014

g Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 201 I tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sudah sepatutnya ditolak

karena tidak beralasan hukum sama sekali.

Bahwa Termohon mohon kepada Yang IVIulia Majelis Hakim Agung yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan

Pemohon seluruhnya, karena apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023
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a quo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka setidak-tidaknya akan

memberikan dampak/implikasi sebagai berikut:

A. Tujuan Pembentukan Perpres Nomor 53 Tahun 2023

Tujuan dibentuknya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sebagaimana

telah dijabarkan sebelumnya, yaitu untuk mendukung kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dilakukan

penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungiawaban

dan beberapa harga satuan biaya yang sebelumnya telah dalam

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202A tentang Standar Harga

Satuan Regional. Penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme

pertanggungiawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dilakukan dengan tetap berdasarkan

pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

B. Implikasi Pencabutan Perpres Nomor 53 Tahun 2023

Berdasarkan pada tujuan tersebut, jika Perpres Nomor 53 Tahun

3 dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka

enimbulkan dampak/implikasi sebagai berikut:

anggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

rah;

hwa standar harga satuan regional digunakan sebagai

pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian pengaturan

mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga

satuan biaya dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditujukan

untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Dalam perencanaan anggaran keuangan daerah,

standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi

yang besarannya tidak dapat d ilampaui dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah,

referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan

penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja

daerah. Adapun dalam pelaksanaan anggaran keuangan daerah,
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standar harga satuan regional bedungsi sebagai batas tertinggi

yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan

anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran

biaya teftinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu,

termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Oleh karena itu,

apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 a quo dicabut dan

dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka akan

mengakibatkan tidak adanya pedoman yang terukur dan sesuai

dengan kondisi yang ada saat ini dalam perencanaan dan

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang

berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas

Pengaturan standar harga satuan regional dan mekanisme

pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah dalam

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan dan

menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas

ngelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, apabila Perpres

mor 53 Tahun 2023 a quo dicabut dan dinyatakan tidak

miliki kekuatan mengikat, maka akan dapat menghambat

nerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam

ngelolaan keuangan daerah tersebut.

3. Terhambatnya pencapaian hasil program DPRD

Penerapan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas

secara lumpsum sebagai salah satu alternatif mekanisme

pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat dilihat dari sisi

efisien atau ekonomisnya saja. Akan tetapi dari sisi efektifitasnya,

yaitu pencaparan Hasil Program dengan Sasaran yang telah

ditetapkan, dengan cara membandingkan Keluaran dengan

Hasil. ltflekanisme peftanggungjawaban perjalanan dinas secara

lumpsum bagi anggota DPRD jauh lebih efektif untuk

mendukung pencapaian hasil program karena mendukung

fleksibilitas yang dibutuhkan oleh anggota DPRD dalam
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melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor

53 Tahun 2023 a quo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka

akan dapat menghambat pencapaian hasil program yang

melekat pada fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan

daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang pada

akhirnya juga akan berdampak pada menurunnya kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum

Pembentukan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai

upaya dalam mengatur agar harga satuan biaya yang digunakan

penyusunan dan pelaksanaan dalam APBD sesuai dengan

kondisi perekonomian daerah saat ini. Oleh karena itu, apabila

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 a quo dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku, maka akan dapat mengakibatkan harga satuan

biaya yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan

dalam APBD tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian

daerah saat ini, sehingga akan mengkibatkan pula kekosongan

dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

PULAN

a berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah

dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan

permohonan a quo karena tidak ada kerugian hak Pemohon yang

rinci/spesifik sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Presiden

Nomor 53 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian.

2. Permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karena

dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sama sekali.

3. Peftanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota

DPRD secara lumpsum yang diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat

(2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran,

dan akuntabel. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban
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perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara lumpsum

dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023

telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

4. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah sejalan dan tidak bertentangan

dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Admrnistrasi

Pemerintahan, Undang-U ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

5 Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sudah sepatutnya dinyatakan tetap

rlaku, karena apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dicabut dan

atakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka setidak-tidaknya

memberikan dampak/implikasi pada terganggunya kelancaran

lenggaraan pemerintahan daerah, tidak terlaksananya

gelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip

siensi, efektrvitas, dan akuntabilitas, terhambatnya pencapaian

hasil program DPRD, dan menimbulkan kekosongan dan

ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Asosiasi Dewan Perurakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Seluruh lndonesia (ADKASI) Nomor 4O3/DPN/ADKASI/Xlll2020 tanggal

16 Desember 2020 (Bukti T-t);

2. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Nomor B-40/HK.00.00/312023 tanggal 6 Maret 2023 (Bukti T-

2),

3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Bukti T-S);

Halaman 88 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 PlHUMl2024



I

4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-a);

5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Penruakilan

Rakyat Daerah (Bukti T-S);

6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Penruakilan

Rakyat Daerah (Bukti T-0)'

7 . Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti

r -7),

8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang

Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Penruakilan Rakyat

Republik Indonesia (Bukti T-8);

lokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 .1 5.2115920/Keuda

gal 19 Oktober 2023 (Bukti T-g);

kopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1118786/Keuda

ggal 4 Desember 2023 (Bukti T-10);

otokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Bukti T-1 1);

12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Bukti T-1 2);

13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-1 3);

14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

[Menlmbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak

uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
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lVlenimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak

uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional , vide bukti Nomor P-1 1;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji

materiil, [/ahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

a. Kewenangan [Vlahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus permohonan a quo;

b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung

berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung ;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan

keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 244 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, Pasal 31A

ang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan

20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

saan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung

or 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji lVlateriil, yang pada intinya menentukan

hwa [/ahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, merupakan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

(Pasal 7 ayat (1) dan Pasal B ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga

lt/ahkamah Agung benruenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan a quo',
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Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat

dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya

peraturan tersebut, yaitu.

a. Perorangan warga negara lndonesia atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik lndonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan

hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Pemohon merupakan salah satu dari kelompok subjek hukum yang

diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;

2. Subjek hukum tersebut mempunyai hak;

Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;

erdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang

imaksud dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan

peng uJran;

5. Adanya kemungkrnan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dampak di

tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 20?0 Tentang Standar Harga

Satuan Regional berikut dengan Lampiran ldan Lampiran llyang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2023 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 112) oleh

Termohon sebagaimana diuraikan di atas, baik yang dilakukan dengan

sengaja dan atau dengan kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi

Pemohon, juga dalam pandangan Pemohon yaitu rekan sejawat para PPTK
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Pengelola Fasilitasi Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota, para Sekretaris DPRD serta para Pengelola

Keuangan di Sekretariat DPRD dan atau masyarakat pencari keadilan yang

ditimbulkan akibat ketidakjelasan mekanisme pengaturan penatausahaan

dan peftanggungjawaban keuangan serta akibat tumpang tindih pemahaman

atas regulasi dimaksud;

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara lndonesia yang

berprofesi sebagai pegawai ASN pada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran

dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bangka Belitung dan

ditugaskan juga sebagai PPTK Kegiatan Pengawasan Pemerintahan yang

didalamnya terdapat anggaran belanja untuk memfasilitasi perjalanan dinas

Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan uraian tersebut Mahkamah

Agung menilai Pemohon mempunyai kepentingan yang secara potensial

dapat dirugikan dengan berlakunya objek HU[/ sehingga mempunyai legal

nding mengajukan permohonan HUIVI a quo',

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung benruenang menguji objek

honan keberatan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan

untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga secara formal dapat

nma;

okok Permohonan;

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian

terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Regional, yang pada pokoknya:

1 . Terkait tindakan pencampuradukkan wewenang;

2. Terkait Asas Keadilan dan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan

Pemen ntahan;

3. Perpres Nomor 53 Tahun2023 menciderai Pasal 95 ayat (1)dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

4. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak memedomani Pasal 51 ayat (3)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019. Pemohon menyatakan

d
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bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban secara lumpsump

sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah tindakan yang tidak

memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2019 sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor l2Tahun 2019 pada

Pasal 3 ayat (1 ) yang berbunyi (1 ) Pengelolaan Keuangan Daerah

dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan

peru ndang-u ndangan;

5. Penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan peningkatan

pendanaan fiskal daerah. Pemohon mendalilkan bahwa penerbitan

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan besarnya penambahan

Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) pada APBD Perubahan TA

2023 dan APBD TA 2A24 karena menggunakan pertanggungjawaban

sistem lumpsum dibanding tahun-tahun sebelumnya menggunakan

istem at cosf, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip

ngelolaan keuangan negara',

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan

tan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-

angan;

ndapat Mahkamah Agung;

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh

Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang

diajukan oleh Pemohon dan Termohon, [/ahkamah Agung berpendapat

ba hwa a lasa n permohona n Pemohon dapat d ibenarkan, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 51 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, dibentuk Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya, untuk mendukung dan

terus meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah,

dilakukanlah penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme

z

A

t
<lr
Z.

-
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pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Kemudian, dibentuklah Peraturan Presiden

Nomor 53 Tahun 2023 (objek HUM) sebagai perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

merupakan peraturan pelaksanaan atas standar harga satuan regional yang

diamanatkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjadi pedoman belanja

daerah bagi Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Neg ara, Undang-Undang nomor 33 tahun 20A4 pasal 66 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 283 tentang Pemerintahan Daerah

pada dasarnya mengamanatkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah

mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan yang lebih menekankan kepada

lenggara Keuangan Daerah yang harus dapat mengelola keuangan

h secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

mis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

perhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat;

Bahwa Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur setiap pengeluaran

harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh

oleh pihak yang menagih;

Bahwa sistem lumpsum tidak mengharuskan penyajian dan dukungan

bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran sehingga

pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara lumpsum bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan

Daerah yang tidak dilakukan secara baik;

Bahwa diperlukan sistem pertanggungjawaban atas perjalanan dinas

Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih baik dalam hal

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, hal demikian

guna memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/
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daerah yang lebih memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang

efektrf, ekonomis dan efisien, hal mana setiap pengeluaran harus didukung

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih;

Bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mengatur Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan, sedangkan objek Hak Uji lVlateriil telah membedakan sistem

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

dengan Kepala Daerah, maupun dengan Pejabat Negara lain dan ASN yang

melaksanakan perjalanan dinas;

Bahwa pada saat ini sebagian besar sistem pertanggungjawaban

perjalanan dinas di Kementerian lembaga lebih banyak menggunakan sistem

perlanggungjawaban at cosf atau pertanggungjawaban sesuai bukti

penggunaan biaya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Agung berpendapat

permohonan permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan

en Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

r 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan

gan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Peratu ran Peru ndang-U ndangan ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil

secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil patut

dikabulkan, dengan demikian ketentuan a quo harus dinyatakan tidak sah

atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil,

Termohon dihukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal I ayat (1) Peraturan l\flahkamah Agung Rl

Nomor l Tahun 2011, Panitera l/ahkamah Agung mencantumkan petikan

putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

985 tentang [/ahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

dang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

dang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan lVahkamah Agung Nomor 01

hun 2011 tentang Hak Uji lVlateriil, serta peraturan perundang-undangan

ain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon EKO
\+-r--4 1 

'

SENTOSA, tersebut; /
[\4enyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, m-
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

1

2

I

'1
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

3. lVemerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan

petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam

Berita Negara;

5 ft/enghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp1 .000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Dr. lrfan Fachruddin, S.H.,

, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

a Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

tVajelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur

lnsaniyah, S.H., [\4.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota lVlajelis Ketua l/ajelis,

Dr. Cerah Bangun, S.H., [/.H. Dr. lrfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttdttd

1
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Anggota Majelis:

Dr. H. Yosran, S.H., lvl,Hum.

ttd

a

I

Biaya-biaya:
1. Meterai
2. Redaksi
3. Administrasi

Jumlah

Rp 10.000,00
Rp 10.000,00
Rp 980.000,00
Rp 1.000.000,00

MAH

Panitera Pengganti,

Andi Nur lnsaniyah, S.H., M.H.

R.l.

ttd

I

f eanitera Negara,

.Hum.
NlP. 19610514 198612 10A1

Tata U

. Pani
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2O2O

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian
pengaturan mengenai mekanisme pertanggungiawaban
dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga
Satuan Regional dengan tetap berdasarkan pada prinsip
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan
Regional;

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

3.Peraturan...

SK No 142819 A

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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REPUBLIK INDONESIA
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322)4

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.

ATAS
2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost
(biaya riil).
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(21 Pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam
negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah dilakukan secara
lumpsum dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan
akuntabel.

Ketentuan ayat (21 Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya
perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan
daerah mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai standar biaya
masukan yang berlaku pada anggaren
kementerian/ lembaga.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam
negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah
diatur dalam Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara.

SK No 142238 A
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Ketentuan mengenai batas tertinggi dalam
perencanaan anggaran maupun pelaksanaan
anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Standar Harga Satuan Regional diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Ketentuan mengenai satuan harga sebagai batas
tertinggi dalam perencanaan anggaran dan satuan
biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal II

Ketentuan mengenai pertanggungiawaban perjalanan
dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara lumpsum
digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

4

1

2
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan Ci Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum,

ttd
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MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/PMK.05/2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,

PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri,

dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan

Dinas  Dalam  Negeri  Bagi  Pejabat  Negara,  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  Pegawai  Tidak  Tetap  dan  Peraturan  Menteri

Keuangan Nomor  45/PMK.05/2007  tentang  Perjalanan Dinas  Jabatan  Dalam Negeri  Bagi  Pejabat  Negara,  Pegawai

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 7/PMK.05/2008;

b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  berwenang  untuk  menetapkan  kebijakan  dan  pedoman

pelaksanaan anggaran negara;

c. bahwa  agar  Perjalanan  Dinas  Dalam  Negeri  dapat  dilaksanakan  secara  lebih  tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,

transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi

pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,  dan huruf c,  perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974  Nomor 55,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3041)  sebagaimana telah  diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  jawab  Keuangan  Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI

NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan  Dinas  Dalam  Negeri  yang  selanjutnya  disebut  Perjalanan  Dinas  adalah  perjalanan  ke  luar  Tempat

Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat

oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan

digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Pegawai  Tidak  Tetap  adalah  Pegawai  yang  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu  guna  melaksanakan  tugas

pemerintahan  dan  pembangunan yang  bersifat  teknis  profesional  dan  administrasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan

kemampuan organisasi.

5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan

ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
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6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru

berdasarkan surat keputusan pindah.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat  KPA adalah  pejabat  yang memperoleh kuasa dari  Pengguna

Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian

Negara/Lembaga yang bersangkutan.

8. Pejabat  Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi  kewenangan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

9. Surat  Perjalanan  Dinas  yang  selanjutnya  disingkat  SPD adalah  dokumen  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  Pembuat

Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak

Lain.

10. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan

sekaligus.

12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil  berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

15. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

16. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.

17. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

18. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.

19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada

Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan

melalui mekanisme pembayaran langsung.

20. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana

Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga,  baik  berupa  Standar  Biaya  Masukan  maupun  Standar  Biaya

Keluaran.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Pindah.

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;

c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.

(2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah

Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
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a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

c. Pengumandahan (Detasering);

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan

tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam

melakukan Perjalanan Dinas; atau

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari

Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam

Surat Tugas.

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja

berkenaan;

b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;

c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon

II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau

d. Menteri/Pimpinan  Lembaga/Pejabat  Eselon  I  untuk  Perjalanan  Dinas  Jabatan  yang  dilakukan  oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.

(3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang

ditunjuk.

(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberi tugas;

b. Pelaksana tugas;

c. Waktu pelaksanaan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.

(5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,

Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

(6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa

penerbitan SPD.

(7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Dalam penerbitan SPD,  PPK berwenang untuk menetapkan tingkat  biaya Perjalanan Dinas  dan alat  transpor  yang

digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan

serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan di  dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat

Tugas.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transpor;
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c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau

f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. uang makan;

b. uang transpor lokal; dan

c. uang saku.

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya

ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam  hal  Pelaksana  SPD  tidak  menggunakan  biaya  penginapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon

I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.

(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk

keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak,

dan pajak.

(9) Biaya  menjemput/mengantar  jenazah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f  meliputi  biaya  bagi

penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dicantumkan pada Rincian Biaya

Perjalanan Dinas  sesuai  dengan format  sebagaimana tercantum dalam Lampiran  II  yang  merupakan bagian  tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dengan  ketentuan  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  III  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat,

yaitu:

a. Tingkat  A  untuk  Ketua/Wakil  Ketua  dan  Anggota  pada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan

Menteri,  Wakil  Menteri,  Pejabat setingkat Menteri,  Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Bupati,  Wakil Bupati,  Walikota,

Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;

b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

(2) Penyetaraan  tingkat  biaya  Perjalanan  Dinas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di  lingkungan  Kementerian

Pertahanan/Tentara  Nasional  Indonesia  ditetapkan  oleh  Menteri  Pertahanan  setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri

Keuangan.

(3) Penyetaraan tingkat  biaya Perjalanan Dinas  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  di  lingkungan Kepolisian Negara

Republik  Indonesia  ditetapkan  oleh  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri

Keuangan.

(4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  untuk Pegawai Tidak Tetap yang

melakukan  Perjalanan  Dinas  untuk  kepentingan  negara  ditentukan  oleh  KPA  sesuai  dengan  tingkat

pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum  dan merupakan batas  tertinggi  sebagaimana diatur  dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;

b. biaya  transpor  pegawai  dibayarkan  sesuai  dengan  Biaya  Riil  berdasarkan  Fasilitas  Transpor  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. biaya  penginapan  dibayarkan  sesuai  dengan  Biaya  Riil  dan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan

mengenai Standar Biaya;
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d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;

e. sewa  kendaraan  dalam  Kota  dibayarkan  sesuai  dengan  Biaya  Riil  dan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri

Keuangan mengenai Standar Biaya;

f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai

dengan Biaya Riil; dan

g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai

dengan Biaya Riil.

Pasal 11

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada

DIPA satuan kerja Pelaksana SPD.

(3) Panitia  penyelenggara  menyampaikan  pemberitahuan  mengenai  pembebanan  biaya  Perjalanan  Dinas  Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dalam hal  Perjalanan Dinas  Jabatan  dilakukan secara  bersama-sama untuk  melaksanakan suatu  kegiatan  rapat,

seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari

satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka

Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat)

jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan

tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan,

uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya;

dan/atau

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya

penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DIPA satuan kerja berkenaan.

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan

huruf k.

(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus

mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang

telah diterimanya kepada PPK.

(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja penerbit SPD.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 16

(1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.

(2) Surat  Keputusan  Pindah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 17

(1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta

keluarga yang sah.

(2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:

a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;

b. pemulangan  Pejabat  Negara/Pegawai  Negeri  yang  diberhentikan  dengan  hormat  dengan  hak  pensiun  atau

mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;

c. pemulangan  keluarga  yang  sah  dari  Pejabat  Negara/Pegawai  Negeri  yang  meninggal  dunia  dari  tempat  tugas

terakhir ke Tempat Tujuan menetap;

d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan

ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;

e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke

tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau

f. pengembalian Pejabat  Negara/Pegawai Negeri  yang mendapat uang tunggu dari  Tempat Kedudukan ke Tempat

Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh

lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima)

tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai

penghasilan sendiri;

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang

berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau

pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.

(5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)  diberikan biaya  sesuai  tingkat  penggolongan untuk

Pegawai Negeri Golongan I.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 18

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. biaya transpor pegawai;

b. biaya transpor keluarga;

c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau

d. uang harian.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas

tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

(3) Komponen biaya  Perjalanan Dinas  Pindah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dicantumkan pada  Rincian  Biaya

Perjalanan Dinas  sesuai  dengan format  sebagaimana tercantum dalam Lampiran  II  yang  merupakan bagian  tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Penggolongan  tingkat  Biaya  Perjalanan  Dinas  Pindah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  mengacu  pada

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 20

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut:

a. biaya transpor pegawai;

b. biaya transpor keluarga yang sah;

c. uang harian; dan/atau

d. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan

huruf e sebagai berikut:

a. biaya transpor keluarga;

b. uang harian; dan/atau

c. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai

bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
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b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan

langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah,

satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat

perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 21

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 22

(1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan pada:

a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;

b. volume barang; dan

c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.

(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak

resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 23

(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.

(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima

puluh persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas

Pindah dilakukan dalam jarak:

a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/ Madura; atau

b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa/Madura.

(4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DIPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja

berkenaan.

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas

dilaksanakan.

(3) Pada  akhir  tahun  anggaran,  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  melebihi  5  (lima)  hari  kerja

menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

(4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal

dunia;

b. untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan

pensiun pertama.

Pasal 26

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:

a. perikatan dengan penyedia jasa;

b. Bendahara Pengeluaran; atau

c. Pelaksana SPD.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a meliputi :

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

(1) Pembayaran  biaya  Perjalanan  Dinas  dengan  mekanisme  UP  dilakukan  dengan  memberikan  uang  muka  kepada

Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
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(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK

dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;

b. fotokopi SPD;

c. kuitansi tanda terima uang muka; dan

d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 28

(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa

transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan

barang/jasa pemerintah.

(3) Komponen  biaya  Perjalanan  Dinas  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  perikatan  meliputi  biaya  transpor  termasuk

pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode

tertentu.

(2) Nilai  satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi  tarif  tiket  resmi  yang dikeluarkan oleh

perusahaan  jasa  transportasi  atau  tarif  penginapan/hotel  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  jasa

penginapan/hotel.

Pasal 30

(1) Pembayaran  biaya  Perjalanan  Dinas  kepada  penyedia  jasa  didasarkan  atas  prestasi  kerja  yang  telah  diselesaikan

sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 31

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke

rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas

Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke

Kas Negara melalui PPK.

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau

b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat

dimintakan kekurangannya.

(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui

mekanisme UP atau LS.

Pasal 32

Tata  cara  pengajuan  tagihan  kepada  PPK,  pengujian  surat  permintaan  pembayaran,  dan  penerbitan  Surat  Perintah

Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA

satuan kerja berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari  atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah

Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Surat  Pernyataan  Pembebanan  Biaya  Pembatalan  Perjalanan  Dinas  Jabatan  yang  dibuat  sesuai  format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa

transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 34
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(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan

Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait

yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya

yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan

Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. Fotokopi surat keputusan pindah;

b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;

c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;

d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan

e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 35

(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran.

(2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(3) PPK mengesahkan bukti  pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan menyampaikan kepada Bendahara

Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan

Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 36

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas

rangkap (dua kali  atau lebih)  dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas  yang berakibat  kerugian  yang diderita oleh

negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 37

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar

Pejabat Negara/ Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  melakukan  Perjalanan  Dinas  untuk  kepentingan  negara,

digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Penggolongan  terhadap  pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditentukan  oleh  PPK  dengan

mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga

teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40
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Ketentuan mengenai  satuan  volume  barang  sebagai  dasar  perhitungan  biaya  pengepakan  dan  biaya  angkutan  barang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan

barang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

Pasal 41

Ketentuan mengenai  Perjalanan Dinas  yang dibiayai  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang diatur  dalam

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi  Pejabat Negara,

Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan  Menteri  ini  dengan penempatannya  dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2012

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 678

Lampiran....................

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/113~PMK.05~2012Per.HTM

10 of 10 21/12/2015 14:40



MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 119 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan 
sistem elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tenta ng 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
678); 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 118/PMK.07 /2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 
113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM 
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN 
PEGAWAI TIDAK TETAP. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 
Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 678) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya 

disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke 
luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam 
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan 
negara. 

2. Pejabat Negara adalah pejabat negara 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai aparatur sipil 
negara dan pejabat negara lainnya yang 
ditentukan oleh Undang-Undang. 

3. Pegawai Negeri adalah pegawai negen sipil 
se bagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai aparatur sipil 
negara. 

4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan perundang-undangan mengenai 
aparatur sipil negara. 

5. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 

6. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah 
administratif di Indonesia di bawah Provinsi. 

7. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas 
melewati batas Kota dan/ a tau dalam Kota dari 
tempat kedudukan ke tempat yang dituju, 
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat 
kedudukan semula di dalam negeri. 
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8. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas 
dari tempat kedudukan yang lama ke tempat 
kedudukan yang baru berdasarkan surat 
keputusan pindah. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh 
kuasa dari pengguna anggaran untuk 
melaksanakan se bagian kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran. pada 
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan 
kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang 
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat 
SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK 
dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak 
Tetap, dan Pihak Lain. 

12. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas 
yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak 
Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan 
Perjalanan Dinas. 

13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah 
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) 
dan dibayarkan sekaligus. 

14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 
dengan bukti pengeluaran yang sah. 

15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 
Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai dengan 
kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 

16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan 
kerja. 

17. Tempat Tujuan adalah tempat/lokasi Kota yang 
menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 

18. Tempat Sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD 
berada secara sah, diantaranya lokasi 
pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (flexible 
working space}, lokasi cuti, lokasi ketika sedang 
menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan 
penugasan Perjalanan Dinas lainnya. 

19. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan 
pindah. 

20. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan 
sementara waktu. 

21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut 
Pembayaran LS adalah pembayaran yang 
dilakukan langsung kepada bendahara 
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas 
atau surat perintah kerja lainnya melalui 
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 
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22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP 
adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu 
yang diberikan kepada bendahara pengeluaran 
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari 
satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang 
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin 
dilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

23. Standar Biaya adalah satuan biaya yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku 
pengelola fiskal ( chief .financial officer) yang 
digunakan sebagai acuan penghitungan 
kebutuhan anggaran dalam penyusunan rencana 
kerja dan anggaran dan pelaksanaan anggaran. 

24. Sistem Elektronik Perjalanan Dinas adalah sistem 
terintegrasi atas seluruh proses perjalanan dinas, 
yang dikelola oleh kementerian yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara, meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengena1 

perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi 
Pelaksana SPD, meliputi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan 
b. Perjalanan Dinas Pindah. 

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) termasuk: 
a. calon Pegawai Negeri; 
b. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan 
c. anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan 
prinsip sebagai berikut: 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang 

sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemerin tahan; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan 
pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga; 
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c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja 
negara; dan 

d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian 
perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan 
pembebanan biaya Perjalanan Dinas. 

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah dan di 
antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) 
ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen­

komponen sebagai berikut: 
a. uang harian; 
b. biaya transpor; 
c. biaya penginapan; 
d. uang representasi; 
e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/ atau 
f. biaya menjemput/ mengantar jenazah. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 
a. uang makan; 
b. uang transpor lokal; dan 
c. uang saku. 

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf b terdiri atas: 
a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan 

sampai dengan Tempat Tujuan 
ke berangkatan dan kepulangan termasuk 
biaya perjalanan ke terminal 
bus/stasiun/bandara/pelabuhan 
ke berangkatan; 

b. retribusi yang dipungut di terminal 
bus/ stasiun / bandara/ pelabuhan 
keberangkatan dan kepulangan; dan 

c. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak 
dapat dihindari pada pengadaan dan 
pembayaran tiket, moda transportasi, dan 
pengmapan, diantaranya biaya 
platform/biaya penyedia layanan, biaya 
bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak 
termasuk dalam harga tiket. 

(3a) Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan 
sepanjang terdapat pernyataan, baik secara 
tertulis maupun secara sistem, dari Pelaksana SPD 
setelah mendapat persetujuan dari PPK bahwa 
biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan 
tugas Pelaksana SPD. 

(3b) Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai 
dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan 
kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
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a. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat 
Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan 
ke Tempat Kedudukan; 

b. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat 
Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari 
dan ke selain Tempat Kedudukan dengan 
memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta 
dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling 
banyak sebesar estimasi biaya transportasi 
dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai standar 
biaya; dan 

c. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat 
Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke 
Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b dilakukan dari dan ke Tempat 
Sah. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan 
untuk menginap: 
a. di hotel; atau 
b. di tempat menginap lainnya. 

(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan 
biaya penginapan se bagaimana dimaksud pada 
ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan 

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 
hotel di Kota Tempat Tujuan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai standar biaya; dan 

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dibayarkan secara Lumpsum. 

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat 
Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II 
selama melakukan Perjalanan Dinas. 

(7) Sewa kendaraan dalam Kota se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan 
kepada Pejabat Negara untuk keperluan 
pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. 

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, 
bahan bakar minyak, dan pajak. 

(9) Bia ya menjemput/ mengantar jenazah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya 
pemetian, dan biaya pengangkutan jenazah. 

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan 
pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai 
dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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5. Ketentuan ayat (1) clan ayat (2) Pasal 27 diubah, di 
antara ayat (1) clan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, 
yakni ayat (la) clan ayat (lb), sehingga Pasal 27 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan 

mekanisme UP dilakukan dengan: 
a. UP tunai; clan/ atau 
b. UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). 

(la) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan 
menggunakan mekanisme UP tunai se bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan dengan 
memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD 
oleh bendahara pengeluaran. 

(1 b) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan 
menggunakan UP KKP se bagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai kartu kredit pemerintah. 

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud 
pada ayat (la), dilaksanakan berdasarkan 
persetujuan pemberian uang muka dari PPK 
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 
a. surat tugas atau surat keputusan pindah; 
b. SPD; 
c. kuitansi tanda terima uang muka; clan 
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. 

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal32 
Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian 
surat permintaan pembayaran, penerbitan surat 
perintah membayar oleh pejabat penanda tangan surat 
perintah membayar, clan penerbitan surat perintah 
pencairan dana oleh kantor pelayanan perbendaharaan 
negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan 
anggaran, serta akuntansi clan pelaporan keuangan. 

7. Di antara BAB IX clan BAB X, disisipkan 1 (satu) bab, 
yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BABIXA 
PERJALANAN DINAS JABATAN MENGGUNAKAN SISTEM 

ELEKTRONIK PERJALANAN DINAS 

8. Di antara Pasal 36 clan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) 
Pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 
36D, clan Pasal 36E yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal36A 
( 1) Perjalanan Dinas yang menggunakan Sistem 

Elektronik Perjalanan Dinas dilakukan untuk: 
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a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati 
batas Kota; dan 

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan 
di dalam Kota. 

(2) Administrasi atas Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan 
menerapkan keamanan sistem dan data elektronik 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan mengenai pengelolaan keamanan 
informasi. 

(3) Sistem Elektronik Perjalanan Dinas mencakup: 
a. penerbitan surat tugas dan SPD; 
b. perhitungan biaya Perjalanan Dinas; 
c. pengadaan dan pembayaran tiket, moda 

transportasi, dan penginapan; 
d. pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan 

menggunakan pemindaian pos1s1 
berdasarkan koordinat (geotagging); 

e. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas; 
dan 

f. pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan 
Dinas. 

Pasal 36B 
(1) Penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36A ayat (3) huruf a dilakukan 
menggunakan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas 
dengan mencantumkan hal-hal sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6 ayat (4). 

(2) Penerbitan SPD se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36A ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat: 
a. nama PPK; 
b. nama/ nomor induk pegawai yang 

melaksanakan Perjalanan Dinas; 
c. pangkat dan golongan; 
d. jabatan/ instansi; 
e. tingkat biaya Perjalanan Dinas; 
f. maksud Perjalanan Dinas; 
g. alat angkutan yang dipergunakan; 
h. tempat berangkat; 
1. Tempat Tujuan; 
J. lamanya Perjalanan Dinas; 
k. tanggal berangkat; 
1. tanggal kembali; 
m. pembebanan anggaran; dan 
n. pemindaian posisi berdasarkan koordinat 

(geotagging) pelaksanaan Perjalanan Dinas. 
(3) Perhitungan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36A ayat (3) huruf b 
dilakukan menggunakan Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas dan 
SPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
standar biaya. 

(4) Pengadaan dan pembayaran tiket, moda 
transportasi, dan penginapan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 36A ayat (3) huruf c 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengadaan tiket, moda transportasi, dan 

pengmapan dilakukan melalui sistem 
pengadaan tiket, moda transportasi, dan 
penginapan yang terinterkoneksi dengan 
Sistem Elektronik Perjalanan Dinas; 

b. dalam hal sistem pengadaan tiket, moda 
transportasi, dan penginapan se bagaimana 
dimaksud dalam huruf a belum tersedia, 
mekanisme pengadaan tiket dan penginapan 
dilakukan di luar Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas; dan 

c. pembayaran pengadaan tiket, moda 
transportasi, dan penginapan yang dilakukan 
melalui sistem pengadaan tiket, moda 
transportasi, dan penginapan yang 
terintegrasi dengan Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan 
menggunakan kartu kredit pemerintah atau 
mekanisme pembayaran yang disediakan 
oleh sistem penyedia jasa. 

(5) Mekanisme pembayaran pengadaan tiket, moda 
transportasi, dan penginapan yang disediakan oleh 
sistem penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai 
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 
serta akuntansi dan pelaporan keuangan. 

(6) Dalam hal pembayaran perjalanan dinas 
dilakukan dengan pemberian uang muka sebagai 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1 a), persetujuan 
pemberian uang muka dari PPK didasarkan pada 
dokumen/ data elektronik pada Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas. 

Pasal 36C 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas menggunakan 
pemindaian pos1s1 berdasarkan koordinat 
(geotagging) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A 
ayat (3) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Pelaksana SPD melakukan pemindaian posisi 

berdasarkan koordinat (geotagging) melalui 
Sistem Elektronik Perjalanan Dinas pada 
tanggal keberangkatan di Tempat Kedudukan, 
pada tanggal tiba di Tempat Tujuan, pada 
tanggal kepulangan di Tempat Tujuan, dan pada 
tanggal tiba di Tempat Kedudukan semula; 

b. dalam hal Perjalanan Dinas keberangkatan ke 
Tempat Tujuan dan/ atau kepulangan dilakukan 
dari dan/ atau ke selain Tempat Kedudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a) 
huruf c, Pelaksana SPD melakukan pemindaian 
pos1s1 berdasarkan koordinat (geotagging) 
melalui Sistem Elektronik Perjalanan Dinas 
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pada tanggal keberangkatan di Tempat Sah, 
pada tanggal tiba di Tempat Tujuan, pada 
tanggal kepulangan di Tempat Tujuan, dan pada 
tanggal tiba di Tempat Sah; 

c. pemindaian lokasi berdasarkan koordinat 
(geotagging) se bagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b digunakan sebagai dasar 
pembayaran uang harian, uang representasi, 
dan uang saku rapat secara Lumpsum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan mengenai standar biaya; 

d. pemindaian pos1s1 berdasarkan koordinat 
(geotagging) di lokasi transit harus dilakukan 
dalam hal kehadiran di lokasi transit berakibat 
pada tambahan biaya uang harian dan/atau 
akomodasi; 

e. dalam hal Pelaksana SPD tidak dapat 
melakukan pemindaian pos1s1 berdasarkan 
koordinat (geotagging), Pelaksana SPD 
mengunggah foto ke Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas yang menunjukkan bahwa 
Pelaksana SPD ada di Tempat Kedudukan, 
Tempat Tujuan, dan/ atau Tempat Sah; dan 

f. dalam hal Pelaksana SPD tidak dapat 
mengunggah foto se bagaimana dimaksud dalam 
huruf e, Pelaksana SPD menyampaikan surat 
pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaksana 
SPD hadir dan melaksanakan tugas dengan 
persetujuan PPK ke Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas. 

Pasal 36D 
Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (3) 
huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pelaksana SPD menyampaikan 

pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas 
disertai dengan bukti pengeluaran yang 
diperoleh dalam bentuk catatan elektronik 
melalui interkoneksi antara Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas dan sistem yang menyediakan 
pemesanan tiket, moda transportasi, dan 
akomodasi; 

b. dalam hal interkoneksi antara Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas dan sistem yang menyediakan 
pemesanan tiket, moda transportasi, dan 
akomodasi belum tersedia, Pelaksana SPD 
menyampaikan bukti pengeluaran dengan 
mengunggah bukti pengeluaran ke Sistem 
Elektronik Perjalanan Dinas; 

c. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dilakukan dengan mencantumkan komponen 
biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat ( 1) pada rincian biaya 
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Perjalanan Dinas pada Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas; 

d. PPK melakukan pengujian terhadap 
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b melalui Sistem Elektronik Perjalanan 
Dinas; 

e. berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud 
dalam huruf d, PPK memberikan persetujuan 
atau penolakan melalui Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas; dan/ atau 

f. dalam hal bukti pengeluaran se bagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak 
diperoleh, rusak, atau hilang, Pelaksana SPD 
menyampaikan pertanggungjawaban biaya . 
Perjalanan Dinas dengan menyampaikan Daftar 
Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (3) melalui Sistem Elektronik 
Perjalanan Dinas. 

Pasal 36E 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (3) 
huruf f dilakukan dengan menyampaikan laporan 
kepada pemberi tugas sebagaimana diatur dalam 
Pasal 34 ayat ( 1). 

Pasal II 
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 

perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban secara administrasi 
Perj alanan Dinas yang dilaksanakan dengan 
menggunakan Sistem Elektronik Perjalanan 
Dinas sebelum berlakunya Peraturan Menteri 
Keuangan ini, dinyatakan sah dan berlaku 
sesuai dengan Peraturan Menteri ini. 

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 November 2023 
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
SRI MULYANI INDRAWATI 

  
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 November 2023 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 ttd. 
ASEP N. MULYANA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 907 
 
 
      Salinan sesuai dengan aslinya, 
      Kepala Biro Umum 
               u.b. 
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian 
 
 
 
 
 
      Ditandatangani secara elektronik 
      DEWI SURIANI HASLAM 
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